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CHAPTER 1
PENDAHULUAN

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut
seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di
balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam
proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum lIslam telah
mengalami perkembangan secara berkesinambungan. baik melalui jalur
infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan
sosial budaya itu.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman
pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam
sudut aplikasinya. M. Atho Mudzhar misalnya menjelaskan cara pandang yang
berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi
empat jenis, yakni kitab-kitab figh, keputusan-keputusan Pengadilan agama,
peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama
(Mudzhar, 1991).

Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam
proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam
sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di
mana stigma hukum yang beriaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum
Islam dan hukum Barat. Sedangkan hukum Islam dilihat dari dua segi. Pertama,
hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telab dikodifikasikan
dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam yang berlaku secara
normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksiatau padanan hukum
bagi masyarakat muslim untuk meiaksanakannya. Atas dasar itu, tulisan ini akan
mengkaji hukum Islam di Indonesia dalam perspektif pemikiran, tradisi, politik

hukum dan produk hukum.



CHAPTER 2
SEJARAH HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Periode Penjajahan
1. Masa Penjajahan Belanda

Perkembangan dan diakuinya hukum Islam sebagai hukum positif
Hukum Islam lahir di Indonesia yaitu sejak datangnya Islam ke Indonesia
jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia. Hingga saat
ini masih terdapat perbedaan pendapat terkait kapan datangnya Islam ke
Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam datang ke
Indonesia yaitu pada abad ke-7 M, hal ini didasarkan pada adanya
pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang sudah sampai
ke kepulauan nusantara. Pendapat lain menyatakan bahwa Islam masuk ke
Indonesia yaitu pada Abad ke-13 Masehi, hal ini ditandai oleh sudah
adanya masyarakat muslim di Samudra Pasai, Perlak dan Palembang.
Sementara di Jawa terdapat makam Fatimah Binti Maimun di Leran, Gresik
yang berangka tahun 475 H atau 1082 M, dan makam-makam di Tralaya
yang berasal dari abad ke-13. Hal ini merupakan bukti perkembangan
komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu yakni

Majapahit.

Pada akhir abad keenam belas atau tepatnya tahun 1596, organisasi
perusahaan Belanda bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Maksudnya semula
untuk berdagang, namun kemudian berubah untuk menguasai kepulauan
Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Belanda
memberi kekuasaan kepada VOC untuk mendirikan benteng-benteng dan
mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang

diperolehnya itu, VOC mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai



pedagang dan kedua sebagai badan pemerintahan. Sebagai usaha
memantapkan pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum
Belanda yang dibawanya. Untuk itu di daerah-daerah yang dikuasainya
kemudian, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk Bangsa
Indonesia. Namun, oleh karena susunan badan peradilan yang disandarkan
pada hukum Belanda itu tidak dapat berjalan dalam praktik, maka VOC
membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan

terus seperti keadaan sebelumnya.

Pada waktu VOC pertama kali menguasai Indonesia kurang
menghiraukan agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Setelah
kekuasaan kompeni diambil oleh kerajaan belanda abad ke-18 barulah ada
perhatian Belanda kepada kehidupan kebudayaan dan agama. Belanda
selalu kuatir dan curiga terhadap perkembangan Islam di Indonesia
terutama karena ada gerakan Pan Islamisme yang berpusat di Turki semasa
kekuasaan Othmaniyah di Istambul. Pemerintah Kerajaan Belanda
mengalami perlawanan politik dan militer dari kesultanan-kesultanan dan
pemimpin-pemimpin ummat Islam di daerah-daerah Indonesia terutama
sepanjang abad ke-19 dan yang terakhir adalah perang Aceh yang baru
dapat berakhir (formil) pada tahun 1903, jadi sudah masuk abad ke-20
bahkan pada tahun 1908 di Kamang Sumatera Barat terjadi lagi
pemberontakan rakyat muslimin terhadap Belanda. Oleh karena itu
Belanda memperhatikan psikologi massa antara lain dengan membiarkan

berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-
1811) dan sewaktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) yang mana
Thomas S. Raffles menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk kepulauan
Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.
Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan



pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum
Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori receptio in
complexu yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan
berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini,
maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan
agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama
Islam. Daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Batavia
dalam hal kekuasaan administrasi pemerintahan dan peradilan, termasuk
peradilan agama sepenuhnya ditangan Residen. Residen dengan aparat
kepolisiannya berkuasa penuh menyelesaikan perkara pidana maupun
perdata yang terjadi. Pada masa pemerintahan Van Den Berg inilah hukum
Islam benar-benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat
yang beragama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat
(3) Regeerings Reglement yang menyebutkan bahwa apabila terjadi
sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, oleh
hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam gonsdientig wetten
dan kebiasaan mereka. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun
1882 mendirikan pengadilan agama yang kemudian diiringi dengan

terbentuknya pengadilan tinggi agama (mahkamah syar’iyyah).

Munculnya teori Receptio In Complexu ini menjadikan hukum Islam
diakui dan berlaku sebagai hukum positif pada masa pemerintahan Hindia
Belanda walaupun pada dasarnya hukum lIslam telah ada berlaku dalam
kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda
tiba di Indonesia. Namun kemudian,Teori receptio in complexu kemudian
ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta
teori baru yaitu teori receptie (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum
Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
adat. Menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus

diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karenanya



menurut teori tersebut seperti hukum kewarisan Islam tidak dapat
diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum

adat.

Munculnya teori receptie ini berpangkal dari keinginan Snouck
Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat
memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat
memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh
peradaban Barat. Hindia Belanda sebagai realisasi teori receptie ini adalah
dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum

Islam dengan cara:

1) Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan gishash dalam
bidang hukum pidana. Mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi
dengan Wet Boek Van Strafrecht yang mulai berlaku sejak Januari 1919
(Staatsblad 1915 No. 732).

2) Dibidang tatanegara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut
dihancurkan sama sekali. Segala bentuk kajian yang berhubungan
dengan politik ketatanegaraan (siyasah) dilarang keras.

3) Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum

perkawinan dan hukum kewarisan.

Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah

memenuhi dua syarat yaitu:

1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum
kebiasaan (adat masyarakat setempat);

2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum
Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah

ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Adanya teori resepsi ini yang menyatakan bahwa hukum Islam

dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat



yang dalam realisasinya dikeluarkan Staatsblad 1937 No. 116 vyang
membatasi wewenang dan tugas peradilan agama menjadikan peranan
hukum Islam sangat dibatasi. Pada saat itu hukum Islam mengalami kondisi
yang sangat berat karena harus berhadapan dengan hukum adat dan
hukum pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu.
Dampaknya adalah hukum Islam yang telah berlaku secara formal
dipersempit ruang geraknya oleh pemerintah Hindia Belanda seperti
wewenang menyelesaikan hukum waris yang sebelumnya menjadi
wewenang pengadilan agama dialihkan menjadi wewenang pengadilan

negeri.
Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia sebagai akibat
pecahnya perang Pasifik. Kedatangan Jepang mula-mula disambut dengan
senang hati bangsa Indonesia karena telah mengusir Belanda yang telah
ratusan tahun menguasai Indonesia. Kebijakan yang ditempuh Jepang yaitu
berusaha merangkul pemimpin Islam untuk diajak bekerja sama. Dia
mengklaim dirinya sebagai saudara tua rakyat Indonesia. Tujuannya untuk
memobilisasi seluruh penduduk dalam rangka untuk mempercepat
tercapainya tujuan-tujuan perang. Kelanjutan dari kebijakan politiknya
secara bertahap yaitu Jepang mengakui kembali organisasi-organisasi Islam

yang sebelumnya telah dibekukan.

Selain itu Jepang memberi motivasi kepada kalangan Islam untuk
mendirikan organisasi-organisasi Islam baru. Dalam sejarah modern
Indonesia, Jepang tercatat sebagai pemerintah pertama yang memberi
tempat penting kepada golongan Islam. Beberapa alasan Jepang

mengesahkan pendirian ormas-ormas Islam yaitu:



a. Untuk memperoleh dukungan dan bantuan dari penduduk di pedesaan
diperlukan organisasi yang dipatuhi penduduk yaitu organisasi para
ulama.

b. Dengan pengesahan secara formal lebih mempermudah Jepang untuk
melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi Islam.

c. Jepang tidak berhasil mendapatkan dukungan penuh dari rakyat
Indonesia dengan pengakuannya terhadap fungsi putra dan Jawa
Hokokai.

d. Jepang bermaksud menebus dosa beberapa kesalahannya terhadap
kalangan Islam. Pada awal kekuasaannya, Jepang membentuk Shumubu
(Kantor Departemen Agama) di Ibukota Jakarta, selanjutnya
membentuk Hizbullah, semacam unit militer bagi pemuda Islam dan
didirikannya organisasi federasi Masyumi (Majelis Syura Muslimin

Indonesia).

Terwadahinya para ulama dan para pemuda Islam membuat Jepang
tidak menaruh kecurigaan kepada para pemimpin Islam. Dalam kondisi
itulah para ulama dengan bebas dapat menyebarluaskan hukum Islam
keberbagai lapisan masyarakat. Kebijakan Jepang terhadap peradilan
agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya (masa kolonial Belanda).
Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-
undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1.
hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan
tingkat pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan Mahkamah Islam

Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kootoohoin”.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tersebut cukup
menguntungkan masyarakat Islam walaupun dibalik itu maksud tujuan
Jepang adalah hanya untuk mencari simpati dan dukungan rakyat
Indonesia semata. Kebijakan Jepang cukup menguntungkan karena adanya

beberapa kebebasan yang diberikan seperti diakuinya kembali organisasi-



organisasi Islam dan membentuk organisasi Islam yang baru seperti
Hizbullah yaitu semacam unit militer bagi pemuda Islam dan didirikannya
organisasi federasi Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang mana
kebijakan itu tidak diberikan pada waktu pemerintahan Hindia Belanda.
Namun kebijakan tersebut tidak diikuti pada kebijakan peradilan agama
karena kebijakan yang dikeluarkan hanya merubah nama dalam peradilan
agama tetapi isinya sama dengan kebijakan sewaktu pemerintahan Hindia
Belanda. Kebijakan Jepang tidak banyak memberikan pengaruh bagi kondisi
perkembangan hukum Islam karena singkatnya waktu Jepang menguasai
Indonesia menyusul kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus

1945.
B. Masa Kemerdekaan
1. Orde Lama

Perjuangan mengangkat hukum Islam juga dilakukan oleh para tokoh-
tokoh Islam pada saat menjelang kemerdekaan. Hasilnya adalah
disetujuinya rumusan kompromi yang dituangkan dalam Piagam Jakarta
(Jakarta Charter) dengan tambahan rumusan sila pertama berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Namun dalam persidangan-persidangan PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) selanjutnya perjuangan tersebut
mengalami kemunduran. Keinginan-keinginan golongan Islam yang telah
diajukan sebelumnya semuanya ditolak, bahkan setelah proklamasi
kemerdekaan, tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menjadi simbol
kemenangan Islam dihapuskan, kata Allah dalam Mukaddimah diganti

dengan Tuhan dan kata Mukaddimah diubah menjadi pembukaan.

Salah satu makna kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia adalah terbebas
dari pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, setelah Indonesia

merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwayakni dengan



lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama,
dan komunis”. Tindakan tersebut sangat tidak masuk akal karena Islam
sebagai agama tauhid tidak mungkin bisa disatukan dengan komunis.
Karena itu tindakan tersebut mendapat reaksi yang keras dari pemimpin-
pemimpin Islam waktu itu sehingga tidak bisa dikembangkan dan dalam
waktu dekat ideologi ini terkubur dengan sendirinya. Dunia peradilan
agama juga berada dalam keadaan suram disebabkan oleh tetap
diberlakukannya lembaga ekskutorial verklaring artinya setiap putusan
pengadilan agama baru mempunyai kekuatan hukum berlaku setelah
mendapat pengukuhan (fat eksekusi) dari pengadilan negeri. Hal itu
menjadikan pengadilan agama selalu berada dalam posisi di bawah
pengadilan negeri karena dapat berlaku atau tidaknya putusan-putusan

pengadilan agama tergantung kepada pengadilan negeri.

Di samping itu, pengadilan agama dicabut kewenangannya sejak tahun
1937 dan diteruskan pada masa orde lama khususnya masalah kewarisan.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa sepanjang mengenai warisan
diseluruh Indonesia, hukum yang adat harus didahulukan yakni di daerah-
daerah yang amat kuat pengaruh Islamnya, karena sedikit banyak sudah
mencakup unsur-unsur hukum Islam. Oleh karena itu wewenang
menjatuhkan keputusan (sepanjang) mengenai warisan berada pada
pengadilan negeri biasa. Pembatasan lain yang menjadi masalah dalam
penerapannya yaitu pengadilan agama hanya diberi wewenang untuk
memutus perkara apabila kedua belah pihak, baik penggugat maupun
tergugat beragama Islam. Masalah yang timbul yakni siapa saja yang
dimaksudkan sebagai orang Islam yang dalam hal ini Notosusanto
memberikan kriteria bahwa yang termasuk orang Islam adalah sebagai

berikut:

a. Seorang vyang termasuk bagian dari kaum muslimin menurut

pandangan sesama warga negara. la tidak menolak disebut orang Islam



termasuk melangsungkan perkawinan secara Islam dan menginginkan
dikubur secara Islam jika meninggal dunia.

b. Orang yang dengan sukarela telah mengucapkan dua kalimat syahadat.

c. Orang yang tidak sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi
juga memiliki pengetahuan ajaran-ajaran pokok Islam.

d. Orang yang tidak sekadar memiliki pengetahuan ajaran-ajaran pokok
Islam, tetapi juga menjalankan kewajiban keagamaan khususnya shalat
dan puasa. Pada masa orde lama ini, kondisi hukum Islam belum
menandakan adanya perbaikan bahkan menurut Warkum Sumitro pada
masa itu hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Hal ini
disebabkan karena dalam pelaksanaan hukum agama selalu
dikendalikan oleh manifesto politik, adanya kebijakan yang tidak
berpihak terhadap organisasi-organisasi Islam yang dinilai memiliki
peran besar dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, bahkan
lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis,

agama, dan komunis”.
2. Orde Baru

Runtuhnya kekuasaan Orde Lama memberikan harapan baru bagi
umat Islam untuk memantapkan keberadaan hukum Islam dalam tata
hukum di Indonesia. Namun harapan pada awal orde baru ini juga disertai
dengan kekecewaan baru karena ternyata setelah pemerintah Orde Baru
memantapkan kekuasaannya, mereka segera melakukan kontrol yang lebih
ketat terhadap kekuatan politik Islam, terutama para kelompok radikal
yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pihak pemerintah.
Pengawasan terhadap politik Islam tersebut terus diperketat bahkan
disertai dengan isu-isu sensitif trauma masa lalu tentang pembangkangan

pemimpin-pemimpin Islam.

10



Memperhatikan sikap pemerintah yang semakin ketat dalam
pengawasan partai-partai politik seperti itu, para pemimpin Islam sadar
bahwa perjuangan untuk menegakkan hukum Islam melalui jalur politik
tidak selamanya berhasil, bahkan resikonya lebih tinggi. Karena itu para
pemimpin Islam mulai “berubah haluan” perjuangan yang semula untuk
mewujudkan suatu negara Islam berubah menjadi perjuangan untuk
mewujudkan masyarakat Islam. Perjuangan untuk mewujudkan hukum
Islam di Indonesia yang semula dipandang sebagai suatu perjuangan untuk
memproklamasikan suatu negara Islam secara formal berubah menjadi
perjuangan kultural dari bawah yakni dengan berusaha keras melakukan
penerapan praktis dari hukum Islam dengan tetap bertitik tolak pada

“Piagam Jakarta”.

Di dalam perkembangannya, perjungan untuk mengangkat unsur-
unsur hukum Islam dalam hukum nasional tetap dilakukan oleh kelompok
masyarakat muslimin. Adapun bidang-bidang hukum Islam yang
diperjuangkan waktu itu yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan,
hibah, wakaf, dan hukum zakat. Diantara bidang-bidang hukum yang
diperjuangkan itu hanya bidang hukum perkawinan yang dapat dikatakan
berhasil dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menurut pendapat Hazairin dan Mahadi merupakan ajal bagi
kematian teori receptie. Karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu.

Dalam hal ini menurut Daud Ali, bahwa sejak lahirnya undang-

undang perkawinan nasional itu, maka:

11



a. Hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus
melalui hukum adat dalam menilai apakah perkawinan sah atau tidak.

b. Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum
Barat.

c. Negara Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai
dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi
kebutuhan hukum umat Islam. Selanjutnya berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 diberlakukan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di lingkungan peradilan agama
di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili
dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan
orang-orang Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak dihasilkan melalui proses
legislasi dewan perwakilan rakyat sebagaimana peraturan dan perundang-
undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan
hasil diskusi para ulama yang digagas oleh mahkamah agung dan
departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di
Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Kebijakan pemerintah
pada masa orde baru terhadap hukum Islam juga tidak jauh berbeda
dengan sebelumnya. Pada masa orde baru, pemerintah membatasi dan
memperketat pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam karena
dikhawatirkan akan menandingi kekuatan pemerintah. Karena itu terjadi
perubahan perjuangan oleh para tokoh-tokoh Islam yang semula ingin
mewujudkan negara Islam berubah menjadi perjuangan untuk
mewujudkan masyarakat Islam. Perubahan arah perjuangan tersebut
diantaranya yaitu bagaimana berjuang mengangkat unsur-unsur hukum
Islam dalam hukum nasional sehingga hukum Islam dapat diterapkan

secara praktis dan secara hukum adalah sah.
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Perjungan tersebut akhirnya berhasil yang ditandai dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut
Hazairin dan Mahadi dengan lahirnya undang-undang ini merupakan ajal
bagi kematian teori receptie karena dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan hukum Islam secara
otomatis berlaku tanpa harus melalui hukum adat. Setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini kemudian
diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat
tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia, walaupun baru di
bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan
Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo.

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.
3. Era Reformasi dan Sekarang

Sejarah era reformasi lahir sejak tahun 1998 yaitu dengan jatuhnya
rezim pemerintahan orde baru yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden
Soeharto. Sejak jatuhnya rezim pemerintahan orde baru tersebut, terjadi
perubahan yang sangat besar dalam diri bangsa Indonesia termasuk
diantaranya dalam wilayah hukum. Pada era reformasi, isu hukum menjadi
salah satu isu yang sangat penting hingga terjadinya amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 yang kemudian berpengaruh besar terhadap kebijakan
politik dan hukum Indonesia sampai sekarang ini. Pada awal reformasi,
kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun
1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai
kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku

hukum nasional.

Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga

elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan
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seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi
bebas dan demokratis, bukan pemaksaan 119 Partisipasi masyarakat dalam
hukum nasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 53
undang-undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan
atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan
daerah”. Ini berarti bila masyarakat menghendaki, maka hukum Islam
dapat diajukan menjadi rancangan undang-undang atau perda untuk
menjadi hukum nasional. Di samping itu, dalam RPJPN 2005-2025 juga
dinyatakan bahwa kemajemukan tatanan hukum vyang berlaku di
masyarakat harus diperhatikan dalam pembaruan materi hukum nasional.
Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukum yang tumbuh dimasyarakat
juga tidak boleh diabaikan. Memang pemanfaatan hukum Islam sebagai
bahan baku pembentukan hukum nasional agak diabaikan oleh RPJMN

2004-20089.

Namun demikian, RPJMN tidak mungkin menolak ketika aspirasi
masyarakat menunjukkan akan keinginan untuk diperhatikannya hukum
Islam bagi pembentukan hukum nasional, apalagi RPJMN hanya berlaku
selama 5 tahun.120 Sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak
peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai hukum
Islam. Kondisi Islam pada masa era reformasi juga menunjukkan tanda-
tanda positif. Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah

ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji,

c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
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d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan
kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk
di dalamnya penegakan syariat Islam.

g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999

h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankkan
Syariah.

i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara.

Disamping berbagai undang-undang di atas, pada masa reformasi
juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum
Islam di daerah-daerah.Fenomena perda bernuansa syariat merupakan
dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan.
Sistem politik yang otoritarian berubah menjadi demokratis. Sistem
pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan-
perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah
ditampung dalam Amandemen UUD 1945. Disahkannya Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 1999 tentang Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat
menjadikan pemerintah daerah lebih otonom. Otonomi daerah inilah yang
mengakibatkan munculnya perda-perda yang banyak bernuansa syariah.

Para politisi muslim menjadi motor penggerak lahirnya perda-perda itu.

Banyaknya undang-undang dan peraturan daerah vyang

bernuansakan hukum Islam di Indonesia pada era reformasi sebagaimana
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dipaparkan di atas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia
sangat besar agar hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif. Hal ini ini
terjadi karena kebijakan politik dan hukum pemerintah pada era reformasi
ini memungkinkan terjadinya hal tersebut. Pada era reformasi ini juga
muncul berbagai organisasi-organisasi Islam yang ikut meramaikan

perjuangan. (Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap).
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CHAPTER 3
ISLAM DAN HUKUM ISLAM

A.

ISLAM

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw
sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh
manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiyah artinya damai,
selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S

(sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (Salama)

1. Pengertian Islam Menurut Bahasa,
Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam

merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata aslama ini.

Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam
memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah:

Berasal dari ‘salm’ (eim\) yang berarti damai.
Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman (QS. 8 : 61)

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kata ‘salm’ dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Dan
ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam
merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada

perdamaian.
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Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman : (QS. 49 : 9)

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
Pengertian Islam, menurut Istilah

Adapun Pengertian Islam Menurut Istilah, (ditinjau dari sisi subyek
manusia terhadap dinul Islam), Islam adalah ‘ketundukan seorang hamba
kepada wahyu llahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul
khususnya Muhammad SAW guna dijadikan pedoman hidup dan juga
sebagai hukum/ aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat
manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.

Definisi di atas, memuat beberapa poin penting yang dilandasi dan

didasari oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Diantara poin-poinnya adalah:

a. lIslam sebagai wahyu ilahi
Mengenai hal ini, Allah berfirman QS. 53 : 3-4 :

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan
hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang
diwahyukan (kepadanya).”
b. Diturunkan kepada nabi dan rasul (khususnya Rasulullah SAW)

Membenarkan hal ini, firman Allah SWT (QS. 3 : 84)

“Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang
diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada lbrahim, Isma’il,
Ishag, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada
Musa, ‘Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-
bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah

kami menyerahkan diri.”
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C.

Sebagai pedoman hidup

Allah berfirman (QS. 45 : 20):

“Al Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat
bagi kaum yang meyakini.”

Mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah
Rasulullah SAW

Allah berfirman (QS. 5 : 49-50)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka,
supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang
telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum
yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya
Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum
Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih
baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”
Membimbing manusia ke jalan yang lurus.

Allah berfirman (QS. 6 : 153)

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus,
maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang
lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.
Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu
bertakwa.”

Menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Allah berfirman (QS. 16 : 97)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
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berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa

yang telah mereka kerjakan

B. HUKUM ISLAM
a. Hukum dan Ahkam

Ahkam (bahasa Arab: aSai bentuk jama' dari Hukm/hukum
bahasa Arab: gfi’a) adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan
dipahami dari sumber-sumber hukum agama (bahasa Arab: 4l &la),
Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat
(hukum Islam). Untuk sampai pada suatu doktrin hukum baru, atau
hukm, seseorang harus menggunakan metodologi yang sistematis
yang digunakan untuk mengambil makna dari sumber-sumber. Secara
tradisional, metodologi ini telah dikategorikan berdasarkan peraturan
ijtihad (penalaran independen, usaha ilmiah otentik).

Menurut konsepsi hukum Islam, yang dasar dan kerangka
hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum (bahasa Arab: hukm, jamak:
ahkam) itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia
lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan hubungan
manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri
sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta
alam sekitar. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur
oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang disebut hukm, jamak:
ahkam. Hukm adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah

mengenai perbuatan atau benda.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi
bagian agama Islam (ad Din al Islam). DIm konsep hkm Barat, hukum
adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur

kepentingan manusia dim masyarkt.tertentu.
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Beberapa istilah yg.perlu dijelaskan (1) hukum, (2) hukm dan
ahkam, (3) syari’ah atau syari’at, dan (4) fikih atau figh.

. Syariat

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari’at merupakan norma
hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang
Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam
hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan
benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan lebih
lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

Figh

llImu fikih adalah ilmu yang bertugas (berusaha) memahami/
menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang
terdapat didalam Al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat
dalam Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab
hadist, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa
yang sehat akalnya (mukallaf), yang berkewajiban melaksanakan
hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam disusun secara
sistematis dalam kitab-kitab fikih.

Perbedaan Syariat dan Figh

Syariat adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang
syariat. Pada pokoknya perbedaan antara keduanya adalah sebagai

berikut :

1. Syariat terdapat dalam al-Qur'an dan Kitab-kitab Hadis.
Sedangkan Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih.
2. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang

lebih luas. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas.
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3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, karena
itu berlaku abadi; fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku
abadi, dapat berubah dari masa ke masa.

4. Syariat hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu.

5. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih

menunjukkan keragamannya.

e. Ruang Lingkup Hukum Islam
Ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu
bidang ibadah dan bidang muamalah.
Ibadah

Secara etimologis kata ‘ibadah’ berasal dari bahasa Arab al-
‘ibadah, yang merupakan mashdar dari kata kerja ‘abada - ya’budu
yang berarti menyembah atau mengabdi (Munawwir, 1997: 886).
Sedang secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang
mukallaf (dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka
mengagunkan Tuhannya (al-Jarjani, 1988: 189). Sementara itu, Hasbi
ash Shiddieqy (1985: 4) mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu
yang dikerjakan untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap
pahala-Nya di akhirat. Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama
fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas
manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat
ikhlas untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala di
akhirat kelak.

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang
timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan
merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini
ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat

lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan
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menundukkannya kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dijangkau
ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedang menurut Ibnu Katsir,
hakikat ibadah adalah suatu wungkapan vyang menghimpun
kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut (Ash Shiddieqy, 1985: 8).

Dari beberapa pengertian tentang ibadah di atas dapat dipahami
bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ibadah
ditujukan kepada selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah
yang berhak menerima ibadah hamba-Nya dan Allahlah yang telah
memberikan segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada
semua makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam al-Quran dengan
tegas disebutkan bahwa Allah memerintahkan jin dan manusia untuk
beribadah kepada-Nya (Q.S. al- Dzariyat [51]: 56). Di ayat lain Allah
memerintahkan ibadah kepada manusia sebagai sarana untuk
mencapai derajat takwa (Q.S. al-Bagarah [2]: 21).

Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah merupakan hak Allah
yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah
merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang
dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat
oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas
(Q.S. al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan
petunjuk syara’ (Q.S. al-Kahfi [18]: 110).

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh
ditambahtambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan
diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti
terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada
dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali
perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Dengan
demikian, tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau

melakukan perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai
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hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan
adalah penggunaan peralatan ibadah vyang sudah modern
(Muhammad Daud Ali, 1996: 49).

Ibadah memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan
menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas kaum Muslim. Seluruh
aktivitas kaum Muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah
kepada Allah, sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki nilai
ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Nilai material berupa
imbalan nyata di dunia, sedang nilai spiritual berupa imbalan yang
akan diterima di akhirat.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah
mahdlah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdlah (ibadah umum)
(Ash Shiddieqy, 1985: 5). Ibadah khusus adalah ibadah langsung
kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan
ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu,
pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh
dari Rasul. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara
yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah
atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-
ketentuan ibadah yang ada dinamakan bid’ah dan berakibat batalnya
ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini berlaku prinsip:
“Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang
memerintahkannya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91).

Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya
thaharah), zakat, puasa, dan haji. Inilah makna ibadah yang
sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Adapun ibadah ghairu mahdlah (ibadah umum) adalah ibadah
yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan

Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia
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dengan Tuhan, tetapi justeru berupa hubungan antara manusia
dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk
ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum Muslim (baik
perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari
dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya
ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang
Muslim dengan tujuan mencari rido Allah.

Para ulama ada juga yang membagi ibadah menjadi lima macam,
yaitu:

1) ibadah badaniyah, seperti shalat, 2) ibadah maliyah, seperti
zakat, 3) ibadah ijtima’iyah, seperti haji, 4) ibadah ijabiyah, seperti
thawaf, dan 5) ibadah salbiyah, seperti meninggalkan segala yang
diharamkan dalam masa berihram (Ash Shiddieqy, 1985: 5). Tentu
masih banyak tinjauan ibadah dari ulama lain berdasarkan sudut
pandang yang berbeda-beda, namun tidak akan menghilangkan
ruhnya, yaitu bahwa ibadah merupakan suatu ketundukan seorang
hamba kepada Tuhannya dengan didukung oleh keikhlasan atau

ketulusan hati.

Muamalah

Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-
mu’amalah yang berpangkal pada kata dasar ‘amila-ya’malu-‘amalan
yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir,
1997: 972). Dari kata ‘amila muncul kata ‘amala-yu’amilu-mu’amalah
yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dsb)
(Munawwir, 1997: 974). Sedangkan secara terminologis muamalah
berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan
orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara

individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat (Khallaf, 1978: 32).
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Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah
dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja.
Penjelasan Nabi, kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam
masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya
untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak
mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah
sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan
pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian
maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu
mengakomodasi kemajuan tersebut.

Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang
muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan
muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan
melarangnya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91). Dari prinsip dasar ini dapat
dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori
muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash
yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang
muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal
tidak bertentangan dengan ruh Islam.

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam
dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978: 32-
33), meliputi (1) ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah (hukum-hukum
masalah personal/keluarga); (2) al-ahkam al-madaniyyah (hukum-
hukum perdata); (3) al-ahkam al-jinaiyyah (hukum-hukum pidana); (4)
ahkam al-murafa’at (hukum-hukum acara peradilan); (5) al-ahkam al-
dusturiyyah(hukum-hukum perundang-undangan); (6) alahkam al-
duwaliyyah (hukum-hukum kenegaraan); dan (7) alahkam al-

igtishadiyyah wa al-maliyyah/(hukum-hukum ekonomi dan harta).
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Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan
antara hukum privat dengan hukum publik, hukum Islam dalam
bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua
istilah hukum itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling terkait.
Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di atas
digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum

Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut:

Hukum perdata (Islam), yang meliputi:

Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, yang mengatur masalah
keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama
lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian

ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.

Al-ahkam al-madaniyyah, yang mengatur hubungan antar
individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa,
petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia
dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata

khusus.

Hukum publik (Islam), yang meliputi:

Al-ahkam  al-jinaiyyah, yang mengatur pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-
hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum
pidana.

Ahkam al-murafa’at, yang mengatur masalah peradilan, saksi,
dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini

disebut dengan hukum acara.
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Al-ahkam al-dusturiyyah, yang berkaitan dengan aturan
hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan
yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.

Al-ahkam al-duwaliyyah, yang berhubungan dengan hubungan
keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan
masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini
dikenal dengan hukum internasional.

Al-ahkam al-igtishadiyyah wa al-maliyyah, yang berkaitan
dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur
sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di
sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dengan fakir

miskin dan antara negara dengan individu.

Ciri-ciri Hukum Islam

Ciri-ciri Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.

2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari
iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.

3. Mempunyai dua istilah kunci yaitu syari'at dan fikih. Syari'at terdiri
dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, sedangkan fikih adalah
pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'ah.

4. Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadat dan muamalat dalam
arti luas. Ibadat bersifat tertutup karena telah sempurna. Dan
muamalat dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk
dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke
masa.

5. Strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks al-Quran, sunnah
(untuk syari'at), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat

tentang al-Quran dan as-Sunnah, dan pelaksanaan dalam praktek
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10.

(berupa putusan hakim maupun berupa amalan-amalan ummat
Islam dalam masyarakat).

Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.

Dapat dibagi menjadi : a. Hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-
ahkam al-khamsah yaitu ja'iz, sunnat, makruh, wajib, dan haram.
b. Hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan
terjadi atau terwyjudnya hubungan hukum.

Berwatak universal, berlaku abadi untuk ummat Islam di manapun
mereka berada, tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat
atau negara pada suatu masa saja.

Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga,
rohani, dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan
kemanusiaan secara keseluruhan.

Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak

ummat Islam.
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CHAPTER 4
SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sumber Hukum Islam
Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari
kata mashadir yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma
hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur’an dan sunah.
Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti
keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu,
ijtihad, ijma’, dan giyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai
alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al

Qur’an dan sunah Rasulullah SAW
Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang
tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-
orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku mengikat,
untuk seluruh anggotanya”. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau
syara’ maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan bedasarkan
wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku
manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini
mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat
peraturan” disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan

mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat.
B. SUMBER HUKUM ISLAM
1. Al-Quran
Al Quran dari segi etimologi (bahasa)

Ditinjau dari bahasa, Al Qur'an berasal dari bahasa arab, yaitu

bentuk jamak dari kata benda (masdar) dari kata kerja gara'a - yagra'u
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- qur'anan yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-
ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah

satu surah al Qur'an yaitu pada surat al Qiyamah ayat 17 - 18.

Pengertian Al Qur'an secara terminologi (istilah islam)

Secara istilah, al Qur'an diartikan sebagai kalm Allah swt, yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai mukjizat,
disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah swt sendiri dengan
perantara malaikat jibril dan mambaca al Qur'an dinilai ibadah kepada
Allah swt.

Al Qur'an adalah murni wahyu dari Allah swt, bukan dari hawa
nafsu perkataan Nabi Muhammad saw. Al Qur'an memuat aturan-
aturan kehidupan manusia di dunia. Al Qur'an merupakan petunjuk
bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Di dalam al Qur'an
terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang
beriman. Al Qur'an merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan
manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang.

Al Qur’an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan
secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW
melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah,
diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur’an merupakan ibadah.

Al Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap
muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum
yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada
Allah SWT, yaitu menngikuti segala perintah Allah dan menjauhi
segala larangnannya.

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan
umat manusia. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah,
yaitu ketetapan yantg berkaitan dengan iman kepada Allah SWT,

malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta gadha dan
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gadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar

orang muslim memilki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.

Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat

dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia

dalam masyarakat

Isi kandungan Al Qur’an

Isi kandungan Al Qur’an dilihat dari segi kuantitas dan kualitas.

1. Segi Kuantitas

a.

Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015

huruf dan 77.439 kosa kata.

Segi Kualitas

Isi pokok Al Qur’an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi
3 (tiga) bagian:

Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur
hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal — hal lain yang
berkaitan dengan keimanan. Illmu yang mempelajarinya
disebut Ilmu Tauhid atau IlImu Kalam

Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur
hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar.
Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum
syariat. llmu yang mempelajarinya disebut limu Figih

Hukum yang berkaitan dngan akhlak. Yakni tuntutan agar
setiap muslim memiliki sifat — sifat mulia sekaligus menjauhi

perilaku — perilaku tercela.

Bila ditinjau dari Hukum Syara terbagi menjadi dua kelompok:

Hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti shalat,
puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan sebagainya yang

berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhannya.
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b. Hukum vyang berkaitan dengan amal kemasyarakatan

(muamalah) seperti perjanjian perjanjian, hukuman (pidana),

perekonomian, pendidikan, perkawinan dan lain sebagainya.

Hukum yang berkaitan dengan muamalah meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam
berkeluarga, yaitu perkawinan dan warisan.

Hukum vyang berkaitan dengan perjanjian, yaitu yang
berhubungan dengan jual beli (perdagangan), gadai-
menggadai, perkongsian dan lain-lain. Maksud utamanya
agar hak setiap orang dapat terpelihara dengan tertib.
Hukum yang berkaitan dengan gugat menggugat, yaitu yang
berhubungan dengan keputusan, persaksian dan sumpa.
Hukum vyang berkaitan dengan jinayat, vyaitu vyang
berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran
pembunuhan dan kriminalitas.

Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama, yaitu
hubungan antar kekuasan Islam dengan non-Islam sehingga
tercpai kedamaian dan kesejahteraan.

Hukum yang berkaitan dengan batasan pemilikan harta

benda, seperti zakat, infag dan sedekah.

Ketetapan hukum yang terdapat dalam Al Qur’an ada yang

rinci dan ada yang garis besar. Ayat ahkam (hukum) yang rinci

umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan

dan warisan. Pada bagian ini banyak hukum bersifat ta’abud

(dalam rangka ibadah kepada Allah SWT), namun tidak tertutup

peluang bagi akal untuk memahaminya sesuai dengan perubahan

zaman. Sedangkan ayat ahkam (hukum) yang bersifat garis besar,
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umumnya berkaitan dengan muamalah, seperti perekonomian,
ketata negaraan, undang-undang sebagainya. Ayat-ayat Al Qur’an
yang berkaitan dengan masalah ini hanya berupa kaidah-kaidah
umum, bahkan seringkali hanya disebutkan nilai-nilainya, agar
dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hukum,
ada juga yang berkaitan dengan masalah dakwah, nasehat, tamsil,
kisah sejarah dan lain-lainnya. Ayat yang berkaitan dengan

masalah-masalah tersebut jumlahnya banyak sekali.

2. Al-Hadits dan As-Sunnah
a. Pengertian hadits

Kata "Hadits" atau al-hadits menurut bahasa berarti al-
jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang
lama). Kata hadits juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu
yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang
lain. Kata jamaknya, ialah al-ahadis. Secara terminologi, ahli
hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan
pengertian hadits. Di kalangan ulama hadits sendiri ada juga
beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda.

Ada yang mendefinisikan hadits, adalah :  "Segala
perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya". Ulama hadits
menerangkan bahwa yang termasuk "hal ihwal", ialah segala
pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan
himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-
kebiasaanya.

Ulama ahli hadits yang lain merumuskan pengertian hadits

dengan:
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"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan,
perbuatan, taqrir, maupun sifatnya".

Ulama hadits yang lain juga mendefiniskan hadits sebagai
berikut : "Sesuatu yang didasarkan kepada Nabi SAW. baik berupa
perkataan, perbuatan, tagrir, maupun sifatnya".

Dari ketiga pengertian tersebut, ada kesamaan dan
perbedaan para ahli hadits dalam mendefinisikan hadits.
Kasamaan dalam mendefinisikan hadits ialah, hadits dengan
segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik
perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka
terletak pada penyebutan terakhir dari perumusan definisi hadits.
Ada ahli hadits yang menyebut hal ihwal atau sifat Nabi sebagai
komponen hadits, ada yang tidak menyebut. Kemudian ada ahli
hadits yang menyebut taqrir Nabi secara eksplisit sebagai
komponen dari bentuk-bentuk hadits.

Sedangkan ulama Ushul, mendefinisikan hadits sebagai
berikut :

"Segala perkataan Nabi SAW. yang dapat dijadikan dalil untuk
penetapan hukum syara"'.

Berdasarkan rumusan definisi hadits baik dari ahli hadits
maupun ahli ushul, terdapat persamaan yaitu ; "memberikan
definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada
Rasul SAW, tanpa menyinggung-nyinggung prilaku dan ucapan
shabat atau tabi'in. Perbedaan mereka terletak pada cakupan
definisinya. Definisi dari ahli hadits mencakup segala sesuatu yang
disandarkan atau bersumber dari Nabi SAW, baik berupa
perkataan, perbuatan, dan taqrir. Sedangkan cakupan definisi
hadits ahli ushul hanya menyangkut aspek perkataan Nabi saja

yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.
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b. Pengertian as-Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti : "Jalan dan kebiasaan
yang baik atau yang jelak". Menurut M.T.Hasbi Ash Shiddieqy,
pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa (lughat) bermakna
jalan yang dijalani, terpuji, atau tidak. Sesuai tradisi yang sudah

dibiasakan, dinamai sunnah, walaupun tidak baik.

Berkaitan dengan pengertian sunnah ditinjau dari sudut

bahasa, perhatikan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

"Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang
baik, maka baginya pahala Sunnah itu dan pahala orang lain yang
mengerjakan hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan
sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah
buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari

kiamat" (H.R. Al-Bukhary dan Muslim).

Sedangkan, Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli
hadits) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa
perkataan, perbuatan, maupun berupa taqgrir, pengajaran, sifat,
kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi
SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya. Menurut
Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah
lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya
memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah
sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual
dipraktekkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak
hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai

praktek yang normatif dari masyarakat tersebut.
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Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke
dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud
dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang
diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik
berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian,
apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-

Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian Sunnah ditinjau dari sudut istilah, dikalangan
ulama terdapat perbedaan. Ada ulama yang mengartikan sama
dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada
yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah
hadits. Ulama ahli hadits merumuskan pengertian sunnah sebagai

berikut :

"Segala yang bersumber dari Nabi SAW., baik berupa perkataan,
perbuatan, tagrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya,
baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di

gua Hira maupun sesudahnya".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, kata
sunnah menurut sebagian ulama sama dengan kata hadits.
"Ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, mereka
memandang diri Rasul SAW., sebagai uswatun hasanah atau
qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan
sebagai sumber hukum. Olah karena itu, mereka menerima dan
meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang
diri Rasul SAW., tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu)
isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak.

Begitu juga mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan

37



tersebut, apabila ucapan atau perbuatannya itu dilakukan

sebelum diutus menjadi Rasul SAW., atau sesudahnya.

Ulama Ushul Figh memberikan definisi Sunnah adalah
"segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa
perkataan, perbuatan maupun taqgrirnya yang ada sangkut
pautnya dengan hukum". Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy,
makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam

sabda Nabi, sebagai berikut :

"Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali
kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah

dan Sunnah Rasul-Nya" (H.R.Malik).

Perbedaan pengertian tersebut di atas, disebabkan karena ulama
hadits memandang Nabi SAW., sebagai manusia yang sempurna,
yang dijadikan suri teladan bagi umat Islam, sebagaimana firman

Allah surat al-Ahzab ayat 21, sebagai berikut :

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri

teladan yang baik bagimu".

Ulama Hadits membicarakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW., baik yang ada
hubungannya dengan ketetapan hukum syariat Islam maupun
tidak. Sedangkan Ulama Ushul Figh, memandang Nabi
Muhammad SAW., sebagai Musyarri', artinya pembuat undang-
undang wetgever di samping Allah. Firman Allah dalam al-Qur'an
surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

"Apa vyang diberikan oleh Rasul, maka ambillah atau

kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah".
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2. Perbedaan As-Sunnah Dan Al-Hadits

Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan,
perbuatan, taqrir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan
Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa
perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalan
hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun
sesudahnya.

Hadits sering disebut juga Assunnah dan juga sebaliknya.
Meski secara istilahi makna hadits dan assunah adalah sama,
namun ulama berbeda pendapat tentang ruang lingkup hadits dan
assunah. Pendapat as suyuti, syaf’i, madzahibul arba’ah serta
beberapa ulama lainnya, seperti yang dikutip albani dalam kitab
muqgoddimah ulumul hadits, bahwa hadits itu hakikatnya sama
dengan assunah, dalam semua arti. Terjadinya perbedaan istilah,
itu hanya menunjukan sifat cakupannya dapat dikatakan
perbedaan alhadits dan assunah hanya pada karakternya semata,
dimana bahwa hadits lebih luas dari Assunnah. Hadits itu bisa
shohih, do’if atau maudhu’, dan memungkinkan untuk tertolak
sedang Assunah adalah hadits yang istidlal (dijadikan rujukan dalil)
oleh ulama menjadi ketetapan atau hukum. Demikian dikatakan
alauza’i, ibnu sirrin, dan albani sendiri. Tapi mereka sepakat, di
antara keduanya terdapat jalinan yang erat.

Terhadap makna yang dimaksud dengan sabda Nabi saw.
“Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak
akan sesat selama berpegang kepada keduanya: Kitab Allah dan
sunnah RasulNya.” Ulama sepakat, yang dimaskud assunah disini
adalah alhadits.

Adapun Sunnah sendiri, secara etimologis berarti jalan

atau tradisi, sebagaimana dalam Al-Qur’an : “ Sunnata man qad
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arsalna “ ( al-Isra :77 ). Juga dapat berarti : Undang-undang atau
peraturan yang berlaku (33:62); Cara yang diadakan (3:137); Jalan
yang telah dijalani (8:38).

Ulama muhadditsin sebagaimana telah ditunjukkan di
awal, berpandangan bahwa sunnah dan hadits merupakan dua hal
yang identik. Keduanya adalah sinonim sehingga sering digunakan
secara bergantian untuk menyebut hal ikhwal tentang Nabi saw.
Akan tetapi kajian terhadap berbagai literature awal menunjukkan
bahwa sunnah dan hadits merupakan dua hal yang berbeda.

Imam Ahmad lbn Hanbal ketika mengomentari sabda
Rasulullah saw. tentang seorang Muslim yang meninggal dunia
dalam keadaan ihram mengatakan: “dalam hadits ini terdapat
lima sunnah”. Demikian juga Aisyah ketika mengomentari hadits
tentang barirah (budak wanita) mengatakan dalam barirah
terdapat tiga sunnah.

Ketika menyandarkan suatu hadits kepada Anas Ibn Malik,
Abu Dawud menyatakan: “apabila hadits itu telah disandarkan
kepada Rasul, maka tentulah demikian, tetapi menurut sunnah
adalah begini”. Subhi as-Shalih mencatat, ulama muhadditsin
terkadang mengatakan: hadits ini menyalahi giyas, sunnah, dan
ijma’.

Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa
sunnah dan hadits merupakan dua hal yang berbeda. Dalam
kaitan ini, Hasbi Ash-Shiddieqy menyimpulkan bahwa hadits
adalah amrun ‘ilmiyun nawadhirun: berita yang merupakan
pengetahuan dan merupakan kunci, sedangkan sunnah amrun
‘amaliyun: perbuatan yang sudah berlaku di dalam masyarkat

Muslim walaupun mengetahuinya memerlukan riwayat.
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Senada dengan Hasbi ash-Shiddieqy, Syuhudi Ismail juga
memberikan kesimpulan yang jelas tentang perbedaan hadits dan
sunnah. la membagi kesimpulannya menjadi dua, pertama: bila
ditinjau dari segi kualitas amaliyah dan periwayatannya, maka
hadits berada di bawah sunnah, sebab hadits merupakan suatu
berita tentang suatu peristiwa yang disandarkan kepada Nabi
walaupun hanya sekali saja Nabi mengerjakannya dan walaupun
diriwayatkan oleh seorang saja. Adapun sunnah merupakan
amaliyah yang terus-menerus dilaksanakan Nabi beserta para
Sahabatnya, kemudian seterusnya diamalkan oleh generasi-
generasi berikutnya sampai pada kita. Kedua: sebagai
konsekuensinya, maka ditinjau dari segi kekuatan hukumnya,
hadits berada satu tingkat di bawah sunnah. Meskipun keduanya
berbeda, tetapi ditilik dari segi subjek yang menjadi sumber
asalnya, maka pengertian keduanya adalah sama, yakni sama-
sama berasal dari Rasulullah saw. dengan dasar inilah jumhur
ulama muhadditsin memandang identik antara sunnah dan hadits.

Menurut Dr.Taufig dalam kitabnya Dinullah fi Kutubi
Ambiyah menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang
dilakukan atau dipraktekan oleh Nabi secara kontinyu dan di ikuti
oleh para sahabatnya; sedangkan Hadits ialah ucapan-ucapan
Nabi yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang
perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut

selain mereka sendiri.
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3. Akal Pikiran (al-Ra’yu atau ljtihad)

1)

2)

Pengertian ljtihad
litihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam
mencurahkan pikiran. sedangkan menurut istilah syara’ ijtihad
adalah mencurahkan seluruh kemmpuan dan pikiran dengan
sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan cara-
cara tertentu. ljtihad merupakan sumber hukum yang ketiga
setelah Al-qur’an dan hadis, yang berfungsi untuk menetapkan
suatu hukum apabila hukum tersebut tidak dibahas didalam Al-
Qur'an dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan
pertimbangan yang matang. orang yang melakukan ijtihad disebut
dengan mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad (mujtahid) harus
benar-benar orang yang taat dan memahami betul isi Al-Qur’an
dan hadis. Berikut syarat-syarat menjadi seorang mujtahid.
Syarat-Syarat Menjadi ljtihad (Mujtahid)
1) Seorang Mujtahid harus mengetahui betul ayat dan sunnah
yang berhubungan dengan hukum.
2) Seorang Mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang
telah di ijma’kan oleh para ahlinya.
3) Seorang Mujtahid harus mengetahui bahasa arab dan ilmu-
ilmunya dengan sempurna.
4) Seorang Mujtahid harus mengetahui nasikh dan mansukh.
5) Seorang Mujtahid harus mengetahui ushul figh.
6) Seorang Mujtahid harus mengetahui dengan jelas rahasia-
rahasia tasyrie'.
7) Seorang Mujtahid harus menghetahui kaidah-kaidah ushul
figh.

8) Seorang Mujtahid harus mengetahui seluk beluk giyas.
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3) Fungsi ljtihad
litihad berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang hukum
tersebut tidak ditemukan dalilnya didalam Al-Qur’an dan hadis.
Sedangkan kalau masalah-masalah yang ada dalilnya didalam Al-

Qur’an dan hadis maka tidak boleh diijtihadkan lagi.

4) Manfaat ljtihad

1) Dapat mengetahui hukumnya, dari setiap permasalahan baru
yang dialami oleh umat muslim, sehingga hukum islam selalu
berkembang dan mampu menjawab tantangan.

2) Dapat menyesuaikan hukum berdasarkan perubahan zaman,
waktu dan keadaan.

3) Menetapkan fatwa terhadap permasalah-permasalah yang
tidak terkait dengan halal atau haram.

4) Dapat membantu umat muslim dalam menghapi masalah yang

belum ada hukumnya secara islam.

4. Metode Berijtihad
1) Ijma’

ljma', yaitu persetujuan tau kesesuaian pendapat para ahli
mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu waktu /
masa. Persetujuan itu diperoleh degan suatu cara di tempat yang
sama. Misalnya, di Indonesia telah terjadi kesepakatan (ijma’)
mengenai diperbolehkannya poligami dengan syarat-syarat
tertentu selain dari kewajiban berlaku adilyang disebutkan dalam
Q.S an-Nisa Ayat 3 yang kemudian dituangkan dalam Undang-

Undang perkawinan.
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Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak
akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya."Q.S an-Nisa ayat 3.

Macam ijma’ berdasarkan caranya

Ditinjau dari cara menghasilkan hukumnya, ijma’ dibagi

menjadi dua, yakni:

(1)

(2)

ljma’ Sharih atau ljma’ gauli, yaitu ijma’ dimana para mujtahid
menetapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang
menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lainnya. Ijma’
gauli disebut juga ijma’ gqath’i.
ljma’ Sukuti, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam
menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan yang mendapat
tantangan (hambatan) di antara mereka atau salah seorang di
antara mereka tenang (diam) saja dalam mengambil suatu
keputusan.ljma’ sukuti disebut juga ijma’ dzanni.

Tentang ijma’ sukuti, ulama berbeda pendapat bolehkah

ijma’ sukuti menjadi hujjah atau tidak.

Macam ijma’ berdasarkan tempat dan waktunya

(1)

lima’ salaby, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam

suatu masalah pada masa tertentu.
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(2) ljma’ ulama Madinah, yaitu kesepakkatan para ulama Madinah
pada masa tertentu.

(3) Ijma’ ulama Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kuffah
tentang suatu masalah.

(4) ljma’ Khulafaur Rasyidin, yaitu kesepakan khalifah empat (Abu
Bakar, Umar, Utsman dan Ali) pada suatu masalah.

(5) Ijma’ Ahlu Bait, yaitu kesepakatann keluarga nabi dalam suatu

masalah.

2) Qiyas

Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat
ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan hadis karena adanya persamaan
illat ( penyebab atau alasan ). Misalnya menyamakan hukum
meminum khamar ( sejenis minuman yang memabukkan yang diolah
dar buah-buahan ) yang terdapat dalam Q.S al-Maa'idah ayat 90
dengan segala jenis makanan atau minuman yang hukumnya tidak
terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi dapat memabukkan,
apapun namanya. Alasan dari disamakannya kedua hukum tadi adalah

karena adanya persamaan illat, yaitu memabukkan.
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi
nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan."
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Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya
menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada
pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalah sebab,
manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu
sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ljma dan Qiyas sifatnya
darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum
ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyas

(analogi):

1. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada
cabangnya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya.

2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya,
melalui suatu persamaan di antaranya.

3. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan
di dalam [Al-Qur'an] atau [Hadis] dengan kasus baru yang

memiliki persamaan sebab (iladh).

Contohnya adalah pada surat Al isra ayat 23 dikatakan bahwa
perkataan ‘ah’, ‘cis’, atau ‘hus’ kepada orang tua tidak diperbolehkan
karena dianggap meremehkan atau menghina, apalagi sampai

memukul karena sama-sama menyakiti hati orang tua.

Rukun Qjyas

Rukun qgiyas, ada empat :

1. Ashal (Pokok)

2. Fara' (Cabang)

3. lllah (Sebab-Karena), dan
4. Hukum.

Ashal, ialah tempat menggiyaskan, seperti minuman arak.
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Fara', ialah yang digiyaskan, seperti segala macam minuman yang

memabukkan (sabu-sabu, ganja dll)

lllah, ialah sifat-sifat yang ada pada ashal dan fara' yang digiyaskan,

seperti memabukkan.
Hukum, ialah hukum haram, misalnya.
Syarat-syarat Qiyas

Adapun syarat-syarat qiyas, sepanjang keterangan para ahli

ushul, antara lain sebagai berikut :

1. Ashal dan hukumnya hendaklah ada dari keterangan syara’,
yaitu yang telah tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Hendaklah ashal itu satu perkara yang termasuk perkara-
perkara yang dapat difikirkan oleh akal akan sebab-sebabnya.

3. Hendaklah sebab-sebab yang ada pada ashal itu ada pula pada
fara' (cabang)

4. Janganlah cabang itu sudah mempunyai hukum sendiri,
sebelum diberi hukum dengan giyas.

5. Sesudah diberi hukum dengan qiyas, janganlah cabang itu

bertentangan dengan hukum yang lain.

3) Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah, yaitu cara menentukan hukum suatu hal
yang tidak terdapat ketentuannya, baik di dalam Al-Qur'an maupun
hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan
masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau
pengumpulan dana yan diperlukan untuk memelihara kepentingan

umum yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Qur'a dan hadis.
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Penggunaan maslahah mursalah adalah ijtihad yang paling
subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur
ulama menganggap maslahah mursalah sebagai hujjah syari’at

karena:

1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap
kemaslahatannya ,jika hukum tidak menampung untuk
kemaslahatan manusia yang dapat diterima,berarti kurang
sempurnalah syari’at mungkin juga beku.

2. Para shahabat dan tabi'in telah mentapkan hukum
berdasarkan kemaslahatan,seperti abu bakar menyuruh

mengumpulkan musyaf al-qur’an demi kemaslahatan umum.

Diantara ulama yang banyak menggunakan maslahah
mursalah ialah imam malik,dengan alasan,bahwa tuhan mengutus
rasulnya untuk kemaslahatan manusia,maka kemaslahatan ini jelas

dikehendaki syara’,sebagaimana Allah berfirman:

Vo V) Gadladl a2 5 ) SE 5 )

“tidaklah semata-mata aku mngutusmu (muhammad)

kecuali untuk kebaikan seluruh alam”. (Q.S Al-Anbiya 107).

Sedangkan menurut imam ahmad,bahwa maslahah mursalah

adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan ijma’.

Disamping orang yang menerima kehujjahan maslahah
mursalah ada juga ulama yang menolak untuk dijadikan dasar
hukum,seperi imam syafi’i, dengan alasan bahwa maslahah mursalah

disamakan dengan istihsan, selain itu alasannya ialah:
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Syari’at islam mempunyai tujuan menjaga kemaslahatan
manusi dalam keadaaan terlantar tanpa petunjuk,petunjuk itu harus
berdasarkan kepada ibarat nash,kalau kemaslahatan yang tidak
berpedoman kepada i’tibar nash bukanlah kemaslahatan yang hakiki.
Kalau menetapkan hukum berdasarkan kepada maslahah mursalah
yang terlepas dari syara’ tentu akan dipengaruhi oleh hawa
nafsu,sedangkan hawa nafsu tak akan mampu memandang
kemaslahatan yang hakiki. Pembinaan hukum vyang didasarkan
kepada maslahah mursalah berarti membuka pintu bagi keinginan

dan hawa nafsu yang mungkin tidak akan dapat terkendali.
Contoh maslahah mursalah

1. Abu Bakar mengumpulkan berkas mushaf yang tercecer
menjadi satu tulisan al-qur’an untuk menjaga ke utuhan al-
qur’an, kemudian beliau mengangkat Umar bin Khotob sebagai
gantinya. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khotob.
Hal itu tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat
islam.

2. Umar bin khotob tidak memberikan zakat kepada al-muallafati
qulubuhum (orang orang yang dijinakkan hatinya) yang sudah
kuat imannya, menetapkan kewajiban pajak, menyusun
administrasi dan membuat penjara. Semuanya itu tujuannya
untuk menjaga kemaslahatan yang dipandang oleh sahabat
Umar.

3. Usman bin Affan mengirimkan seseorang untuk menyebarkan
satu mushaf ke seluruh kota karena khawatir terjadinya
perbedaan diantara manusia dalam mushaf alqur’an dengan

adanya sebab banyak nya giro’ah al ma’rufah .

49



4. Kelompok ulama’ Malikiyah memperbolehkan menahan orang
yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan
pengakuan nya .

5. Kelompok ulama’ Syafi'iyyah mewajibkan qishos atas
pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang .

Jika para pembesar dari sahabat dan para ulama’ figih
setelahnya mensyari’atkan hukum berdasarkan maslahah
mursalah maka hal itu tidak akan terjadi kecuali jika maslahah
mursalah itu dianggap seperti sumber dari beberapa sumber
hukum syari’at .

Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Golongan yang mengakui kehujjahan maslahah mursalah
dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah
syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga maslahah tidak
bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang
merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak
menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan

syahwatnya sebagai syari'atnya.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

Maslahah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan Maqosid Al
Syari’ah, dalil-dalil kulli’, semangat ajaran islam dan dalil-dalil juz’i
yang qathi wurud dan dalalahnya. Seandainya tidak ada dalil
tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan
dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat
disebut maslahah.

Kemaslahatan tersebut harus menyakinkan, dan tidak ada

keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penilitian yang

50



rasional serta mendalam sehingga kita yakin menberkan manfaat
atau menolak kemudharatan.

Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus
untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang
dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang
maslahah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh:
orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari
kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh
mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang
membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan
mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan
apabila  kaum muslimin  memerangi orang islam vyang
membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh
orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi
memlihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara
melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nash
yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap

salah.

Macam-Macam Maslahah Mursalah
Maslahah dharuriyah (primer)

Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi
tempat berdirinya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan,
maka rusaklah kehidupan manusia, merajalelalah kerusakan,
timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara,
yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
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2. Maslahah hajjiyah (sekunder)

Maslahah hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan
perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada
maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap
juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan
menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam,
tetapi dapat menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah
ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang

jinayat.

3. Maslahah tahsiniyah (tersier)

Maslahah tasiniyah adalah mempergunakan semua yang layak
dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan
dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Tahsiniyah juga masuk dalam lapanganan ibadah, adat,
muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya,
kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian
yang baik-baik ketika akan mendirikan salat, mendekatkan diri
kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti salat sunah,

puasa sunah, bersedekah dan lain-lain.

4) Istihsan
Istihsan, yaitu cara menentukan hukum dengan jalan
menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan
kepentingan sosial. Misalnya, hukum Islam melindungi dan menjamin
hak milik seseorang. Hak milik seseorang ini hanya dapat dicabut jika
disetujui oleh pemiliknya. Akan tetapi, dalam keadaaan tertentu,

yaitu untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat
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mencabut hak milik seseorang dengan paksa disertai ganti rugi yang

pantas.
Beberapa definisi Istihsan:

1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fagih (ahli fikih), hanya
karena dia merasa hal itu adalah benar.

2. Argumentasi dalam pikiran seorang fagih tanpa bisa
diekspresikan secara lisan olehnya.

3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk

maslahat orang banyak.

4, Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah
kemudharatan.
5. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat

terhadap perkara yang ada sebelumnya.

Contohnya, menurut aturan syarak, kita dilarang mengadakan
jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi
menurut Istihsan, syarak memberikan rukhsah (kemudahan atau
keringanan) bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem

pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian.
Istishab

Istishab menurut bahasa “mencari sesuatu dengan dasar yang

berdekatan”. Adapun menurut istilah para ahli ushul adalah:
ot Jal 3 alal) o dad Jall LA bl 8 WG (S oSl e

“menetapkan  hukum  sesuatu berdasarkan keadaan
hukum,yang sebelumnya,sehingga ada hukum baru vyang

mengubahnya”.
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Menurut Imam As-Syaukany maksud istishab adalah segala apa
yang telah ada pada masa lampau, tetap berlaku pada masa yang akan

datang dengan mengambil pedoman ketetapan yang berdekatan.

Dari kedua defenisi di atas mengandung pengertian, bahwa:

1. Sesuatu hukum yang ada sekarang adalah lantaran ada hukum
dimasa yang lalu.
2. Hukum yang masih ada pada masa lalu tetap masih ada.

3. Hukum yang ada sekarang ada pula pada masa lalu.

Misalnya, si Fulan menikah dengan si Fulani secara sah dan
tertulis, kemudian fulan meninggalkan Fulani tanpa proses perceraian.
Pada saat berikutnya, datanglah fulano melamar Fulani. Meskipun si
Fulani menerima lamaran si Fulan, perkawinan antara mereka tidak
dapat berlangsung karena status Fulani secara tertulis dan sah masih
menjadi istri si Fulan. Jadi, selama tidak dapat dibuktikan bahwa si
Fulani telah diceraikan Fulan, selama itu pula status Fulani masih
menjadi istri Fulan.

Para ahli ushul ada perbedaan paham tentang berpegang
kepada istishab sebagai sumber hukum,diantaranya:

Menurut golongan hambaly,maliky dan dzahiry,bahwa istishab
ini dapat menjadi hujjah baik menafikan atau mengistimbathkan .
menurut ibnu najain seorang ulama penganut madzhab hanafi,ia
menolak adanya istishab untuk dijadikan hujjah,dengan alasan bahwa
adanya sesuatu pada masa lalu diperlukan dalil dan pada masa
sekarang pun sama pula diperlukan dalil.

Menurut madzhab abu zaid seorang penganut madzhab
hanafy,mengatakan ,bahwa istishab itu adalah sumber hukum untuk

membantah bukan untuk menetapkan sesuatu hukum. Contoh hakim
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dapat menolak permintaan ahli waris membagikan harta orang yang
pergi tanpa tujuan dan belum diketahui akan kematiannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa istishab itu boleh dijadikan
sumber hukum dalam perdebatan,dan tidak dapat dijadikan dalil untuk
diri sendiri. Tetapi segolongan ulama ada juga yang mengatakan
bahwa istishab ini bisa menjadi sumber hukum untuk menafikan bukan
untuk mengistmbathkan ,alasannya karena istishab itu merupakan
suatu cara istidlal yang telah menjadi fitrah manusia dan mereka

melakukan dengan ketetapannya.

'Urf

Urf ( ‘urf ) menurut para ahli ushul adalah:
A il Jad g J e adle) 5 sl (ulil) 48 laila sa o gl

“susuatu yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh

orang banyak,baik perkataan,maupun perbuatan atau meninggalkan”.

“kebiasaan dalam jual beli dengan jalan serah terima tanpa
menggunakan ijab kabul,menyerahkan uang dan menerima barang itu
sudah dianggap kebiasaan walaupun dengan tidak dengan kata-kata

ijab dan qabul,tersebutlah dalam gaidah:
a3V i QSaYl s Say

“tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum (berhubungan)

dengan perbuatan masa”.
L&ae day puisalall

“adat kebiasaan itu adalah syari’at yang dapat dijadikan

sebagai hukum”.
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e Janll ang d3a ulll) Jlastiad
“perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya, wajib
beramal dengannya.”
'Urf, yaitu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam dapat dikukuhkan untuk terus berlaku bagi masyarakat yang

bersangkutan. Misalnya, melamar wanita dengan memberi tanda

pengikat berupa cincin (Rahmat, 2015).

a. Macam-macam Urf
Jika ditinjau dari segi baik dan buruknya ‘urf (diterima atau
tidaknya), urf itu dibagi dua,yakni:

1. ‘Urf shahih yaitu yang baik dan dapat diterima karena tidak
bertentangan denga nash syara’,seperi membiasakan wakaf
barang atau tanah.

2. ‘Urf fasid,yaitu yang bertentangan denga nash syara,dan ‘urf ini
tidak bisa diterima,seperti membiasakan perjanjian yang bersifat

riba.

Jika ditinjau dari segi macamnya dibagi dua pula,yaitu:

1. ‘urf gauly,yaitu kebiasaan yang berupa perkataan,seperti: kalimat
“lahmun” (~~)) artinya daging tetapi dalam perkataan ini daging
ikan tidak termasuk,walaupun sudah dimaklumi bahwa ikan itu
ada dagingnya. Lagi pula tidak ada perkataan mau membeli daging
ikan itu.

2. ‘urf amaly,yaitu kebiasaan vyang berupa perbuatan,seperti
kebiasaan jual beli tanpa mengadakan sighat jual beli tapi cukup
dengan menyerahkan uang dan menerima barang,jual belinya

sudah dianggap sah.

Jika dilihat dari segi berlakunya, inipun dapat dibagi dua:
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1. ‘urf ‘aam,yaitu urf yang dapat berlaku untuk seluruh tempat dan
waktu,seperti menitipkan barang dengan memberi uang jagaan
kepada yang dititipi.

2. ‘Urf khas,yaitu adat yang berlaku hanya untuk sesuatu
tempat,seperti penyerahan uang mahar,ada yang sebelum
dilaksanakan agad,bersama-sama dengan penyerahan barang
(uang),ada pula secara tersendiri bersama-sama dengan waktu
mengadakan agad nikah,atau juga seperti yang berlaku dikalangan
pedagang,mereka memberi hadiah sebagai balas jasa kepada
langganan.

b. Kedudukan Urf Sebagai Sumber Hukum

Urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para
mujtahid atau para hakim dalam menentukan hukum,dengan alasan
bahwa syari’at islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan
adat kebiasaan (‘urf) yang berlaku pada masyarakat arab.

Ulama malikiyah banyak menetapkan hukum yang berdasrkan
kepada perbuatan penduduk madinah,dengan ketentuan tidak
bertentangan dengan syara’,sedangkan imam syafi’i yang terkenal
dengan gaul adin dan qaul jadidnya,itu timbul karena pengalaman
imam syafi’i ketika di bagdad yang berbeda dengan adat yang ada
dimesir.

Sebaliknya ‘urf yang fasid tidak bisa diterima karena
bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan orang mekah jika
bertawaf tidak berpakaian, atau mengawini ibu sendiri/ibu tiri yang

suaminya telah meninggal.
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Menurut jumhur ulama mereka mengatakan:
Grallly IS Gyl il gy Ja g 8ISl e g jaall

“apa yang terkenal sebagai ‘urf sama dengan yang ditetapkan
sebagai syarat,dan sesuatu yang tetap karena urf sama dengan yang

tetap karena nash”.
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CHAPTER S
ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

A. Pengertian Asas

Asas berasal dari kta asasun yang artinya dasar, basis, pondasi. Secara
terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika
dihubungkan dengan hukum, asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai
tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan
pelaksanaan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai rujukan untuk

mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.
B. Asas Hukum Islam

Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman bahwa asas hukum islam terdi-ri dari
(1) bersifat umum, (2)lapangan hukum pidana, (3) lapangan hukum
perdata. Mengenai asas-asas hukum vyang lain seperti lapangan tata
negara, internasional dan lain-lain tidak disebutkan dalam laporan

mereka.

Asas-asas umum

a. Asas keadilan
Dalam al quran, kata ini disebut 1000 kali. term keadilan pada
umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan
pemwrintah. Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan,
misalanya; hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan
antara individu dan yang berpekara serta hubungan-hubungan
dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan dalam hukum islam
berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh
manusia dengan kemammpuan manusia untuk menuanaikan

kewajiban itu.
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Etika keadilan; berlaku adil dlam menjatuhi hukuman,
menjauhi suap dan hadiah, keburukan tyergesa-gesa dalam menjatuhi
hukuman, keputusan hukum bersandar pada apa yang nampak,

kewajiban menggunakan hukum agama.

Asas kepastian hukum

Dalam syariat Islam asas ini disebut JudY aSa¥ gaill 35,5 Jé
Yl artinya sebelum ada nas, tidak ada hukum bagi perbuatan
orang-orang yang berakal sehat. Bahwa pada dasarnya semua
perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas
yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas

pelakunya. Dasar hukumnya asas ini ialah QS Al Isro' 15 ;

Yoo Eadi S Gudes B L
".... Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus

seorang rasul."

Asas kemanfatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan
kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan
dan kepastiann hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi
terpidana atau masyarakat umum. Contoh hukuman mati, ketika
dalam pertimbangan hukuman mati lebih bermanfaat bagi
masyarakat, misal efek jera, maka hukuman itu dijatuhkan. Jika
hukuman itu bermanfaat bagi terpidana, maka hukuman mati itu

dapat diganti dgengan denda.

Asas-Asas Hukum Pidana

a.

Asas legalitas
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Asas legalitas maksudnya tidak ada hukum bagi tindakan
manusia sebelum ada aturan. Asas legalitas ini mengenal ini juga asas
teritorial dan non teritorial. Asas teritorial menyatakan bahwa hukum
pidana islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum islam

diberlakukan.

. Tidak berlaku surut

Hukum pidana Islam tidak menganut sistem berlaku surut ( a2=
ds8ll d=a ) artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan
maka tindakan seorang tidak bisa dianggap suatu jarimah, sehingga ia
tidak dapat dijatuhi hukuman. Dasar hukum dari asas ini ialah { &/ e
Gl 38 L agd 5815685 ) 1558 Gl 08) ¢ { Gl Ge ) bahwasannya Allah
SWT mengampuni perbuatan yang telah lalu, Katakanlah kepada
orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya),
niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka
yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan
berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang
dahulu ."

Tetapi ada pengecualian tidak berlaku surut, karena pada
jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak
diterapkan berlaku surut. seperti halnya; jarimah qozf, jarimah
hirabah (perampokan, terorisme). Jika kedua jarimah berlaku hukum
tidak berlaku surut, maka banyak kekacauan dan fitnah pada
masyarakat.

Bersifat pribadi (418l dua sad )

Dalam syariah Islam hukuman dapat dijatuhkan hanya kepada
orang yang melakukan perbuatan jinayah dan orang lain ataupun
kerabatnya tidak dapat menggantikan hukuman pelaku jinayah. Al

guran telah menjelaskan dalam QS al an'am 164 ;
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0305 55 ¥ e V) ol 88 Gk V5 e (K &) by D il A el OB
OAES 4 2 Ly 8 din i 265 ) 601 )

Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah,
padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang
membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya
sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan
diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

Hukum bersifat umum

Hukuman harus berlaku umum maksudnya setiap orang itu
sama dihadapan hukum (equal before the law) walaupun budak, tuan,
kaya, miskin, pria, wanita, tua, muda, suku berbeda. Contoh ketika
masa Rasulullah ada seorang wanita yang didakwa mencuri, kemudian
keluarganya meminta Rasulullah membebaskan dari hukuman.
Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan
menyatakan "seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri, ikatan
keluarganya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman hadd".
Hukuman tidak sah karena keraguan

Keraguan di sini berarti segala yang kelihatan seperti sesuatu
yang terbukti, padahal dalam kenyataannya tidak terbukti. Atau
segala hal yang menurut hukum yang mungkin secara konkrit muncul,
padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak ada dalam kenyataan
itu sendiri. Putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan
dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Sebuah hadis
menerangkan "hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah
dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum".

Seperti halnya kasus yang dicontohkan Abdul Qodir Audah
dalam kasus pencurian, misalnya kecurigaan mengenai kepemilikan

dalam pencurian harta bersama. Jika seorang mencuri sesuatu yang

62



dia miliki bersama orang lain, hukuman hadd bagi pencuri menjadi
tidak valid, karena dalam kasus harta itu tidak secara khusus dimiliki
orang, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari

pelaku perbuatan itu.

Asas-Asas Muamalat
a. Asas taba,dulul mana'fi'

Asas taba,dulul mana'fi' berrti bahwa segala bentuk kegitan
muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi
pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip
atta'awun sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar
individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling
memenuhi keperluanya masing-masing dalam rangka kesejahteraaan
bersama.

b. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam
bidang muamalat yang menjhendaki agar harta tidak diuasai oleh
segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara
merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena
itu dibuat hukum zakat, shodaqoh, infaq, dsb. Selain itu islam juga
menghalalkan bentuk-bentuk pemindahan pemilikan harta dengan
cara yang sah seperti jual beli, sewa menyewa dsb.

c. Asas Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa segala jenis bentuk muamalat
antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-
masing. Kerelaan disiini dapat berarti kerelaan melakukan suatu
bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atu
menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk

muamalat lainya.

63



d.

Asas Adamul Gurur

Asas adamul gurur berarti bahwa setiap bentuk muamalat
tidak boleh ada gurur, yaitu tipu daya atau sesuatu yang
menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainya
sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak
dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
Asas al-birri wa al-taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam
kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamlat dan
pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong
antar sesama manusia untuk al-birr wa tagwa, yakin kebajikan danm
ketgwaan dalam berbagai bentuknya.
Asas musyarokah

Asas musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling
menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga

bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Asas-Asas Kewarisan

a.

b.

Asas ijbari

Asas ijbari secara harfiah berarti memaksa. Unsur memaksa
dalam hukum waris ini karena kaum muslimin terikat untuk taat
kepada hukum allah sebagai konsekwensi logis dari pengakuannya
kepada ke-Esaan Allah dan kerasulan muhammad.
Asas individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-
bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara
perorangan. Dalam pelaksanaanya seluruh harta warisan dinyatakan
dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang

berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

64



C.

Asas bilateral

Seseorang menerima hak kewarisan kedua belah pihak yaitu
pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak perempuan.
Asas keadilan yang berimbang

Asas keadilan atau keseimbangan disni mengandung arti
bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan
kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban
yang harus ditunaikanya. Dalam hukum kewarisan islam, harta
peninggalan yang diterima ahli waris dari pewaris merupakan
kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.
Asas akibat kematian

Kewarisan terjadi jikalau ada pihak yang meninggal dunia. Jika

peralihan harta sebelum kematian, berarti bukan kewarisan.

Asas-Asas Hukum Perkawinan

a.

Asas Kesukarelaan

Kesukarelaan berarti saling menerima baik kekurangan
maupun kelebihan antara kedua calon. Kesukarelaan itu tidak harus
terdpat diantara kedua calon suami isteri, tetapi juga diantara kedua
orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi
wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam.
Asas persetujuan kedua belah pihak

Tidak boleh ada permaksaan dalam melangsungkan sebuah
pernikahan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan
seorang pemuda,misalnya harus diminta dulu oleh wali atau orang
tuanya.

Asas kebebasan memilih pasangan
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Seorang laki-laki dan perwmpuan berhak untuk memilih calon
pasangannya. Ketika terjadi suatu pemaksaan dalam sebuah
pernikahan, ada pilihan untuk meneruskan pernikahan itu atau tidak.

d. Asas kemitraan suami isteri

Kedudukan seorang suami dan isteri dalam beberapa hal sama
dan dalam hal lain berbeda; suami menjadi kepala keluarga, istri
penanggung jwab masalah rumah tangga.

e. Untuk selama-lamanya.

Perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan
dan membina cinta serta kasih sayang serlamanya. Oleh karena itu
perkawinan mut'ah dilarang, karena tidam sesuai dengan tujuan
pernikahan.

f. Monogami terbuka

Perkawinan di dalam islam bersifat monogami. Karena

beberapa hal seorang suami dapat menikah lagi, atas persetuuan

isterinya.

Kaidah-Kaidah Figh

Secara terminlogi kaidah berarti asas, pondasi, atau fondamen
segala sesuatu. Secara terminologi dalah segala ketentuan-ketentuan
umum yang bersifat tetap dan kully (menyeluruh) yang mencakup semua
masalah-masalah partikular (juziyah)yang sumber hukumnya bisa diambil
dari hukum kully tersebut.dengan menguasai kaidah figh maka kita kan
mengetahui hakekat figh, dasar-dasar hukumnya, landasan pemikiran dan
rahasia-rahasisa terdalamnya.

Contoh; (1) hukum berrputar di sekitar illatnya. Ada illat ada
hukum, tidak illat tidak ada hukumnya. (2) hukum berubah karena
perubahan waktu dan tempat (3) adat yang baik dapat dijadikan hukum.

(4) orang yang menentut sesuatu hak atau menuduh seseorang
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melakukan sesuatu harus membuktikan hak atau tuduhanya. (5) tertuduh

dapat mengingkari tuduhan yang ditunjukkan padanya dengan sumpah.
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CHAPTER 6
MAQASID SYARI'AH

Secara Lughawi (bahasa), Maqashid al-syrai’ah terdiri dari dua kata, yakni
Magashid dan syari’ah. Maqgashid adalah bentuk plural dari Magshad, Qashd,
Magshid atau Qushud yang merupakan bentuk kata dari Qashada Yagshudu
dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil
dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan

dan kekuarangan.1

Adapun Syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan
menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok

kehidupan.2
A. Pengertian Maqashid al-Syari’ah

Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “Membumikan
Syariat Islam” dengan mengutip dari “Mu’jam Al-Fadz al-Qur’an al-Karim”
menjelaskan bahwa kata Syari’at berasal dari kata Syara’a al syari’a yang
berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatau, atau juga berasal dari kata
syir'ah dan syari’ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk
mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak
memerlukan bantuan alat lain *kesamaan syari’at dengan arti bahasa syari’ah
yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang

mengikuti Syari’ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan

! Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas figh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari’ah
dari konsep ke pendekatan, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hal. 178-179

* Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid al_syari’ah menurut al-syatibi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 1996), Hal. 61

® Yusuf Qardhowi, Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai,
(Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13
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air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana

dia menjadikan syari’ah ssebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.*

Dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan
Magashid al-Syari‘ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan
kepada umat manusia. Istilah Magashid al-Syari’ah dipopulerkan oleh Abu
Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffagat jus Il sebagaimana

dalam ungkapannya adalah:

Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud
Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara

bersama-sama”

Sedangkan secara terminologis, makna Magashid al-Syari’ah
berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makan yang
holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi
yang konkrit dan komperhensip tentang Maqgashid al-Syari’ah definisi mereka
cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan

maknanya.

Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi
mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al- Samargandi menyamakanya
dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi
dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak
mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat Magashid al-
Syari’ah dengan hikmabh, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.> Magashid
al-syari’ah adalah al-a’anni allati syari’at laha al-ahkam (kandungan nilai yang

menjadi tujuan pensyari’atan hukum).

* Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hal.2-3

> Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas figh al-Aglliyat dan Evolusi Magashid al-Syari’ah
dari konsep ke pendekatan, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hal. 180.
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Sedangkan menurut Imam al-syatibi, Magashid alsyrai’ah adalah
tujuan-tujuan disyari’atkanya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan
kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap
penyari’atan hukum oleh Allah mengandung Magqashid (tujuan-tujuan) yakni

kemaslahatan bagi umat manusia.®

. Pembagian Magqasid Syariah:
(1) Memelihara Agama ( ¢l Jads)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya,dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara Agama dalam peringkat
Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan
yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu.
Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama.
memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan
ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat
jama’ dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau
ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi
agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang vyang
melakukannya. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya
menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan
pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang
terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak
akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang

yang melakukannya.

® Asafri Jaya bakri, Konsep Magqashid al_syari’ah menurut al-syatibi.......... Hal 5 dan 167
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(2) Memelihara jiw (il Jads

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara jiwa dalam peringkat
daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk
mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan
berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. memelihara jiwa, dalam
peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari
ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau
kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia,
melainkan hanya mempersulit hidupnya. memelihara dalam tingkat
tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini
hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan
mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan

seseorang.

(3) Memelihara Agal Ja=ll Laés

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat: a. Memelihara aqgal dalam peringkat
daruriyyat,seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan
ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
Memelihara agal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya
menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan
merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya
dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara aqgal dalam
peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau
mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya

dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi agal secara langsung.
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(4)

(5)

Memelihara keturunan Jull tads

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya,
dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara keturunan dalam
peringkat daruriyyat, seperti disyari’atkan nikah dan dilarang berzina.
Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya
ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu agad nikah dan
diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu
aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar
mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami
kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah
tangganya tidak harmonis. memelihara keturunan dalam peringkat
tahsiniyyat, seperti disyari’tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan.
Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal
ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak

pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Memelihara Harta Jwll laés

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara harta dalam peringkat
daruriyyat, seperti Syari’at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan
mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu
dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. memelihara
harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari’at tentang jual beli dengan
cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam
eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan
modal. memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan

tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat
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kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan
mempengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang
ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan
pertama.20 Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau
hikmah pensyari’atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa,
Aqgal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan

merusak visi dan misi hukum islam.
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CHAPTER 7
AL-AHKAM AL-KHAMSAH

A. Pengertian Akhkamul Khomsah

Istilah Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari
kata hukum Khamsah artinya lima. Adapun arti “al-hukmu’” adalah
menetapkan suatu hal atau perkara terhadap suatu hal atau perkara. Ahkamul
khamsah artinya ketentuan atau lima ketentuan. Pada dasarnya “ahkamul
khamsah erat kaitannya dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu,
gabungan kedua kata dimaksud (Al-ahkam Al-khamsah) atau biasa juga
disebut hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut
para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan
perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk

larangan.’

Hukum taklifi di maksud, mencakup lima macam kaidah atau lima
kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum
islam yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Lain halnya hukum wadh’l
yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan yang akan terjadi atau
terwujud sesuatu ketentuan hukum. Al-ahkam al-khamsahakan dijelaskan

sebagai berikut:
1. Jaiz atau mubah

Jaiz atau mubah adalah sesuatu perbuatan yang dibolehkan untuk
memilih oleh Allah SWT atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (aqil-
baligh) untuk mengerjakan atau meninggalkan (sesuatu yang boleh

dikerjakan dan boleh ditinggalkan kalau ditinggalkan tidak dapat pahala

’ Rachmat Syafe’i,ilmu ushul figih, ( Bandung: Pustaka Setia,2010),296
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dan tidak berdosa ). Hal ini dalam pembahasan asas hukum Islam (ushul
figh) disebut hukum takhyiri. Ketentuan mubah biasanya dinyatakan
dalam tiga bentuk, yaitu meniadakan dosa bagi sesuatu perbuatan,
pengungkapan halal bagi suatu perbuatan dan tidak ada pernyataan bagi

sesuatu perbuatan.

Contohnya: melakukan gerak badan di pagi hari, seorang laki-laki boleh
menikahi dua orang,tiga dan empat orang perempuan sebagai istrinya

selama ia mampu berbuat adil.
2. Sunnah (mandub)

Sunnah (mandub) adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh

Allah SWT atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (aqil-baligh). Namun

bentuk anjuran itu diimbangi dengan pahala kepada orang mukallaf yang

mengerjakannya dan tidak mendapat dosa bagi yang meninggalkannya.8

Sunnah (mandub) ini terbagi menjadi tiga yaitu: sunnah muakkad,
sunnah zaidah, dan sunnah fadhilah. Ketiga bentuk sunnah dimaksud akan
diuraikan sebagai berikut.

a. Sunnah muakkad vyaitu suatu ketentuan hukum islam yang tidak
mengikat tetapi penting. Karena Rasulullah saw. senantiasa
melakukannya, dan hampir tidak pernah meninggalkannya atau
dengan ketentuan kalau perintah sunnah itu dikerjakan, ia dapat
pahala sebaliknya kalau tidak dikerjakan tidak berdosa.

Contohnya: azan sebelum salat, memberi sedekah, salat jamaah untuk
salat fardhu, dan dua salat hari raya yakni idhul fitri dan idhul Adha.

b. Sunnah zaidah yaitu ketentuan hukum islam yang tidak mengikat dan
tidak sepenting sunnah muakkad. Sebab, Nabi Muhammad biasa
melakukannya dan sering juga meninggalkannya.

Contohnya: puasa senin dan kamis, bersedekah kepada fakir miskin.

¥ |bid,298.
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c. Sunnah fadhilah yaitu ketentuan hukum yang mengikuti tradisi Nabi
Muhammad dari segi kebiasaan-kebiasaan budayanya.
Contohnya: tata cara makan, minum, dan tidur dan sebagainya.
3. Makruh
Makruh (tercela) adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh
Allah SWT atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (aqgil-baligh). Namun

bentuk larangan itu tidak sampai kepada yang haram.

Contohnya: masuk rumah orang dengan tidak mengucapkan salam,
ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan memperlambat

berbuka puasa.

4. Haram
Haram adalah larangan keras dengan pengertian kalau dikerjakan
akan berdosa atau dikenakan hukuman dan jika ditinggalkan akan

mendapat pahala

Contohnya: berzina, minum yang memabukkan, mencari, menipu dan

sebagainya.

5. Wajib
Wajib menurut hukum islam adalah sesuatu yang diperintahkan
oleh Allah SWT kepada manusia mukallaf (aqil-baligh) untuk
mengerjakannya, mesti dikerjakannya ia mendapat pahala, sebaliknya bila

ditinggalkan ia berdosa atau dikenakan hukuman.®

Contohnya: melaksanakan salat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh

Allah, puasa di bulan ramadhan dll.

? |bid, 297
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CHAPTER 8
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Penulis-penulis sejarah Hukum Islam telah mengadakan pembagian

tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Pembagian ke

dalam tahap-tahap ini tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka

pergunakan dalam mengadakan pentahapan. Ada yang membaginya ke dalam 5,

6 atau 7 tahapan. Namun pada umumnya mereka membagi tahap-tahap

perkembangan dan pertumbuhan Hukum Islam itu ke dalam 5 masa:

LA e

Masa Nabi Muhammad (610-632 M)

Masa Khulafa Rasyidin (632-662 M)

Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X M)
Masa Kelesuan Pemikiran (abad X-XIX M)

Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang)

Berikut adalah penjabran dari ke lima masa sejarah pertumbuhan dan

perkembangan hukum Islam:

1. Masa Nabi Muhammad (610-632 M)

Agama Islam sebagai induk hukum Islam muncul di Semenanjung
Arab, di suatu daerah tandus yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya
dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat
panas, di tengah-tengah gurun pasir yang amat sangat luas yang
mempengaruhi cara hidup dan cara berfikir orang-orang Badui yang tinggal
di tempat itu. Untuk memperoleh air bagi makanan ternaknya, mereka
selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Alam yang begitu
keras membentuk manusia-manusia individualistis. Perjuangan memperoleh

air dan padang rumput merupakan sumber-sumber perselisihan antar
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mereka. Dan karena itu pula mereka hidup dalam klen-klen yang disusun
berdasarkan garis patrilineal, yang saling bertentangan.

Kedudukan anak laki-laki sangat penting dalam sebuah keluarga
karena melalui anak laki-laki inilah garis keturunan ditarik dan dia pulalah di
dalam keluarga yang dianggap akan meneruskan keturnan dan membawa
nama baik keluarganya. Dan karena statusnya yang demikian, maka laki-laki
mempunyai kekuasaan yang amat besar dibanding wanita. Kedudukan
wanita dipandang sangat rendah, wanita hanya dibebani kewajiban tanpa
imbalan hak sama sekali. Karena itu pula, jika lahir anak perempuan dalam
satu rumah tangga, seluruh keluarga menjadi malu karena merasa tidak bisa
mempertahankan keturunannya. Karena itu keluarga bersangkutan,
berusaha untuk melenyapkan nyawa bayi wanita atau membunuhnya
kemudian setelah ia berumur beberapa tahun.™®

Pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah yang bertepatan dengan
tanggal 20 April tahun 571 Masehi, lahirlah seorang bayi yang oleh ibunya
(Aminah) diberi nama Ahmad, dan oleh kakeknya Abdul Muthalib dinamakan
Muhammad. Kedua nama ini berasal dari satu akar kata yang di dalam
bahasa Arab berarti terpuji atau yang dipuiji.

Setelah ibunya meninggal Muhammad dipelihara oleh kakeknya yang
bernama Abdul Muthalib dan setelah kakeknya meninggal dunia pula,
Muhammad masih diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad berasal
dari keluarga terhormat tetapi tidak kaya dan sebagai seorang pemuda ia
hidup di kalangan mereka yang berkuasa di Mekah. Pada usia 25 tahun
beliau kawin dengan seorang janda yang bernama Khadijah yang umurnya
lima belas tahun lebih tua dari beliau dan masih mempunyai hubungan

kekerabatan.

10 Daud, Mohammad Ali, Pengantar llmu Hukum dan Tatata Hukum Islam di Indonesia
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 155
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Pada waktu masyarakat Arab dalam keadaan yang memprihatinkan
Nabi Muhammad sering menyendiri di gua Hira selama bulan Ramadhan.
Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, yakni pada tahun 610 Masehi, beliau
menerima wahyu pertama. Pada waktu itu beliau ditetapkan sebagai Rasul
atau Utusan Allah. Tiga tahun kemudian, Malaikat Jibril membawa perintah
Allah untuk menyebarluaskan wahyu yang diterimanya kepada umat
manusia.'*
Namun selain itu Nabi Muhammad juga membawa wahyu-wahyu

Allah tentang ayat-ayat hukum. Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf,
Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, ayat-ayat hukum mengenai soal-
soal ibadah jumlahnya 140 ayat dalam Al Qur’an. Ayat-ayat ibadah ini
berkenaan dengan soal shalat, zakat dan haji. Sedangkan ayat-ayat hukum
mengenai mu’amalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah seluruh
ayat-ayat yang terdapat dalam | Qur’an. Klasifikasi 228 ayat hukum yang
terdapat dalam Al Qur’an itu menurut penelitian Prof. Abdul Wahhab Khallaf
adalah sebagai berikut:
1) Hukum Keluarga yang terdiri dari hukum perkawinan dan kewarisan

sebanyak 70 ayat.
2) Hukum Perdata lainnya, di antaranya hukum perjanjian (perikatan)

terdapat 70 ayat.
3) Mengenai hukum ekonomi keuangan termasuk hukum dagang terdiri

dari 10 ayat.
4) Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat
5) Hukum Tata Negara terdapat 10 ayat
6) Hukum Internasional terdapat 25 ayat

7) Hukum Acara dan Peradilan terdapat 13 ayat.

" Muhammad Husein Haekal, Sejarah Hidup Muhammad (Jakrta: Pustaka Jaya, 1979), hal. 55

79



Ayat-ayat tersebut pada umumnya berupa prinsip-prinsip saja yang
harus dikembangkan lebih lanjut sewaktu Nabi Muhammad masih hidup,
tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan ayat-ayat hukum ini terletak
pada diri beliau sendiri melalui ucapan, perbuatan dan sikap diam beliau

yang disebut sunnah yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.

Masa Khulafa Rasyidin (632-662 M)

Dengan wafatnya Nabi Muhammad, berhentilah wahyu yang turun
selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril
baik waktu beliau masih berada di Makkah maupun setelah hijrah ke
Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir pula dengan
meninggalnya Rasulullah.

Kedudukan nabi sebagai utusan Allah tidak mungkin diganti, tetapi
tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara
berpindah kepada Khulafa Rasyidin (khalifah). Pengganti nabi sebagai
khalifah dipilih dari kalangan sahabat nabi sendiri. (Sahabat artinya:
teman,rekan, kawan. Sahabat nabi adalah orang hidup semasa dengan nabi,
menjadi teman atau kawan Nabi Muhammad dalam menyebarluaskan
ajaran Islam). Pada masa Khulafaur Rasyidin ini perkembangan hukum islam

dibagi menjadi empat periode:

a. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq

Setelah nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah
pertama. Khalifah adalah pimpinan yang diangkat setelah nabi wafat
untuk menggantikan nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai
pemimpin agama dan pemerintah. Abu bakar adalah ahli hukum yang
tinggi mutunya. la memerintah selama dua tahun (632-634 M).
Sebelum masuk Islam, dia terkenal sebagai orang yang jujur dan
disegani. lkut aktif mengembangkan dan menyiarkan Islam. Atas usaha

dan seruannya banyak orang-orang terkemuka memeluk agama Islam
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yang kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam yang

ternama. Dan karena hubungannya yang sangat dekat dengan Nabi

muhammad, beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa

Islam lebih dari yang lain. Karena itu pula pemilihannya sebagai khalifah

pertama adalah tepat sekali. Berikut adalah hal-hal penting dalam masa

pemerintahannya:

a) Pidato pelantikannya dijadikan dasar dalam menentukan hubungan
antara rakyat dengan penguasa juga antara pemerintah dengan
warga negara.

b) Cara penyelasaiannya jika timbul masalah di dalam masyarakat mula-
mula pemecahan masalahnya dicari dalam wahyu Allah. Kalu tidak
terdapat disana, dicarinya dalam sunnah nabi. Kalau dalam sunnah
Rasulullah ini pemecahan masalah tidak diperoleh, Abu Bakar
bertanya kepada para sahabat nabi yang dikumpulkannya dalam satu
majlis. Mereka yang duduk dalam majlis itu melakukan ijtihad
bersama (jam’i) atau ijtihad kolektif. Timbullah keputusan atau
konsensus bersama yang disebut ijmak mengenai masalah tertentu.
Sehingga dalam masa pemerintahan ini sering disebut I|jmak Sahabat.

c) Atas anjuran Umar, dibentuklah panitia khusus yang bertugas
mengumpulkan catatan ayat-ayat Al Qur’an yang telah ditulis pada
zaman nabi. Setelah Abu Bakar wafat himpunan naskah Al Qur’an

disimpan oleh Umar Bin Khattab dan diberikan kepada Hafsah.

b. Khalifah Umar Bin-Khatab

Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan
kedudukannya sebagai khalifah II. Beliau memerintah dari tahun 634-644
Masehi. Semasa pemerintahan Saidina Umar, kekuasaan Islam

berkembang dengan pesat ia selalu:
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a)

b)

Umar turut aktif menyiarkan agama Islam. la melanjutkan usaha Abu
Bakar meluaskan daerah Islam hingga menguasai Mesopotamia dan
sebagian kawasan Parsi dari pada kekuasaan Persia (berjaya
menamatkan kekuasaan persia), dan menguasai Mesir, Palestina,
Baitulmaqdis, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari pada Byzantine
(Romawi Timur).

Menetapkan tahun Islam vyang terkenal dengan tahun Hijriyah
berdasarkan peredaran bulan (Qamariyah)

Membiasakan melakukan shalat at-tarawih, yaitu shalat sunnat

malam yang dilakukan setelah shalat isya pada bulan Ramadhan.

Saidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap sistem

pemerintahan Islam seperti mengangkat gubernur-gubernur di kawasan

yang baru ditakluk dan melantik panglima-panglima perang yang

berkebolehan. Semasa pemerintahannya juga kota Basra dan Kufah

dibina. Saidina Umar juga amat dikenali karena kehidupannya yang

sederhana. Beliau juga melakukan banyak sekali tindakan di lapangan

hukum:

a) Tentang talak tiga diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu

ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali)
sebagai suami istri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri)

kawin lebih dahulu dengan orang lain.

b) Al Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak

menerima zakat, termasuk muallaf (orang-orang yang baru memeluk
agama islam) ditetapkan sebagai Mustahib (orang yang menerima
zakat).

Menurut Al Qur’an surat Al-Maidah (5) ayat 38 orang yang mencuri

diancam dengan hukuman potong tangan.
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C.

d) Di dalam Al Qur’an (QS 5:5) terdapat ketentuan yang membolehkan

pria muslim menikahi wanita ahlul kitab (wanita Yahudi dan Nasrani).

Saidina Umar wafat pada tahun 644 selepas dibunuh oleh
seorang hamba Parsi yang bernama Abu Lu’lu’ah. Dia menikam Saidina
Umar sebanyak enam kali sewaktu Saidina Umar menjadi imam di Masjid
al-Nabawi, Madinah. Saidina Umar meninggal dunia dua hari kemudian
dan dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW dan makam

Saidina Abu Bakar.
Kholifah Utsman Bin Affan

Selanjutnya masuk ke dalam masa pemerintahan Utsman Bin
Affan yang berlangsung dari tahun 644-656 M. Ketika dipilih, Usman telah
tua berusia 70 tahun dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini
dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan
pribadi, kemewahan dan kekayaan. Hal ini dimanfaatkan terutama oleh

keluarganya sendiri dari golongan Umayyah.

Kemudian perluasan daerah Islam diteruskan ke India, Maroko
dan Konstantinopel. Jasanya yang paling besar dan yang paling penting
yaitu tindakannya telah membuat Al Qur’an standar (kodifikasi Al
Qur’an). Standarisasi Al Qur’an dilakukannya karena pada masa
pemerintahannya, wilayah Islam telah sangat luas di diami oleh berbagai
suku dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Karena itu, dikalangan
pemeluk agama Islam, terjadi perbedaan ungkapan dan ucapan tentang

ayat-ayaat Al Qur’an yang disebarkan mealui hafalan.
Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Setelah Usman meninggal dunia, orang-orang terkemuka memilih

Ali Bin Abi Thalib menjadi khalifah ke-4. la memerintah dari tahun 656-
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662 M. Ali tidak dapat berbuat banyak dalam mengembangkan agama
Islam karena keadaan negara tidak stabil. Di sana timbul bibit-bibit
perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada
perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok. Di
antaranya dua kelompok besar yakni, kelompok Ahlussunah Wal Jama’ah,
yaitu kelompok atau jamaah umat Islam yang berpegang teguh pada

Sunnah Nabi Muhammad dan Syi’ah yaitu pengikut Ali Bin Abi Thalib.

Penyebab perpecahan diantara dua kelompok ini adalah
perbedaan pendapat mengenai “masalah politik” yakni siapa yang berhak
menjadi khalifah, kemudian disusul dengan masalah pemahaman akidah,
pelaksanaan ibadah, sistem hukum dan kekeluargaan. Golongan syi’ah
sekarang banyak terdapat di Libanon, Iran, Irak, Pakistan, India dan Afrika
Timur. Sumber hukum Islam di masa Khulafa Rasyidin ini adalah Al

Qur’an, Ijma’ sahabat dan Qiyas.
3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X M)

Periode ini berlangsung pembinaan hukum islam dilakukan pada
masa pemerintahan khalifah “Umayyah” (662-750) dan khalifah “Abbasiyah”
(750-1258). Di masa inilah (1) Lahir para ahli hukum Islam yang menemukan
dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam; (2) muncul berbagai teori

hukum Islam yang masih digunakan sampai sekarang.

Adapun faktor-faktor yang mendorong orang menetapkan hukum

dan merumuskan garis-garis hukum adalah[8]:

1. Wilayah Islam sudah sangat luas dari Hindia, Tiongkok sampai ke Spanyol
maka tinggal berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, cara hidup
kepentingan yang berbeda oleh karena itu diperlukan pedoman hukum
yang jelas yang dapat mengatur tingkah laku mereka dalam berbagai

bidang kehidupan.
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2. Telah ada karya-karya tulis tentang hukum yang dapat digunakan sebagai
landasan untuk membangun serta mengembangkan fikih islam.
3. Telah tersedia para ahli hukum vyang mampu berijtihad untuk

memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat.

Pada periode inilah muncul para mujtahid yang sampai sekarang
masih berpengaruh dan pendapatnya diikuti oleh umat Islam diberbagai

belahan dunia. Mereka itu diantaranya adalah:

a. Imam Abu Hanifah (Al-Nukman ibn Tsabit) : 700-767 M

la lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat di Bagdad pada tahun
150 H. Sebagaimana ulama yang lain, Abu Hanifah memiliki banyak
halangan untuk berdiskusi berbagai ilmu agama. Semula materi yang
sering di diskusikan adalah tentang ilmu kalam yang meliputi al-Qada dan
Qadar. Kemudian ia pindah ke materi-materi figh Al-Khatib al-Bagdadi
menuturkan bahwa Abu Hanifah tadinya selalu berdiskusi tentang ilmu
kalam.

Sebagaimana ulama lain, sumber syariat bagi Abu Hanifah adalah
Al-Qur’an dan Al-Snnah, akan tetapi ia tidak mudah menerima hadiah
yang diterimanya. Lahannya menerima hadis yang diriwayatkan oleh
jama’ah dari jama’ah, atau hadist yang disepakati oleh fugaha di suatu
negeri dan diamalkan; atau hadist ahad yang diriwayatkan dari sahabat
dalam jumlah vyang banyak (tetapi tidak mutawatir) yang di

pertentangkan.

Abu Hanifah dikenal sebagai imam ahlul al-ra’yu, dalam
menghadapi nas al-Qur’an dan al-Sunnah. Maka ia dikenal sebagai ahli di

bidang ta’lil al-ahkam dan qgiyas.
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b. Malik Bin Anas: 713-795 M
la lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Malik bin
Anas tinggal di Madinah dan tidak pernah kemana-mana kecuali
beribadah Haji ke Mekkah. Imam Malik menempatkan Al-Qur’an sebagai
sumber hukum pertama, kemudian al hadist sedapat mungkin hadist yang

mutawatir atau masyhur.

¢. Muhammad Idris Al-Syafi’i: 767-820 M

la lahir di Ghazah atai Asqgalan pada tahun 150 H. la berguru
kepada Imam Malik di Madinah. Kesetiannya kepada Imam Malik
ditunjukkan dengan nyantri di tempat sang guru hingga sang guru wafat
pada tahun 179 H. Imam Syafi’i pernah juga berguru kepada murid-murid
Abu Hanifah. la tinggal di Bagdad selama dua tahun, kemudian kembali ke
Mekkah. Akan tetapi tidak lama kemudian ia kembali ke Irak pada tahun
198 H, dan berkelana ke Mesir.

Dalam pengembaraannya, ia kemudian memahami corak
pemikiran ahl al-ra’yu dan ahl al-Hadis. la berpendapat bahwa tidak
seluruh metode ahl al-ra’yu baik diambil sama halnya tidak seluruh
metode ahl al-Hadis harus diambil. Akan tetapi menurutnya tidak baik
pula meninggalkan seluruh metode berpikir mereka masing-masing.
Dengan demikian Imam Syafi’i tidak fanatik terhadap salah satu mazhab,
bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penegah antara kedua
metode berpikir yang ekstrim. la berpendapat bahwa giyas merupakan
metode yang tepat untuk menjawab masalah yang tidak manshus.

Menurut Imam Syafi’i tata urutan sumber Hukum Islam adalah:
1) Al Qur’an dan Al-Sunnah

2) Bila tidak ada dalam Al Qur’an dan Al Sunnah, ia berpindah ke Ijma.
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d. Ahmad Bin Hambal (Hanbal): 781-855 M

la lahir di Bagdad pada tahun 164 H. la tinggal di Bagdad sampai
akhir hayatnya yakni tahun 231 H. Negeri-negeri yang pernah ia kunjungi
untuk belajar antara lain adalah Basrah, Mekkah, Madinah, Syam dan
Yaman. la pernah berguru kepada Imam Syafi’i di Bagdad dan menjadi
murid Imam Syafi’i yang terpenting, bahkan ia menjadi mujtahid sendiri.

Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah Al-
Nushush, yaitu Al Qur’an dan Al Hadist yang marfu. Apabila persoalan
hukum sudah didapat dalam nas-nas tersebut, ia tidak beranjak ke
sumber lain, tidak pula menggunakan “metode ijtihad”. Apabila terdapat
perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka Imam akan memilih

pendapat yang paling dekat dengan Al Qur’an dan Al Sunnah.

4. Masa Kelesuan Pemikiran (abad X-XIX M)

Sejak abad kesepuluh dan kesebelas Masehi, ilmu hukum Islam mulai
berhenti berkembang. Para ahli hukum pada masa ini hanya membatasi diri,
mempelajari pikiran-pikiran para ahli hukum sebelumnya yang telah

dituangkan dalam berbagai madzab.

Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah
para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-
prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al Sunnah,
tetapi pikiran-pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-
perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya. Dinamika yang terus-
menerus tidak lagi ditampung dengan pemikiran hukum pula. Pada saat itu
masyarakat yang terus berkembang tidak diiringi dengan pengembangan
pemikiran hukum Islam bahkan pemikiran hukum Islam berhenti. Keadaan

ini  dalam sejarah dikenal dengan periode “kemunduran” dalam
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perkembangan hukum Islam. Yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara

lain:

1. Kesatuan wilayah Islam yang luas, telah retak dengan munculnya
beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia.

2. Ketidak stabilan politik yang menyebabkan ketidak stabilan berfikir.

3. Pecahnya kesatuan kenegaraan/ pemerintahan itu menyebabkan
merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.

4. Dengan demikian timbullah gejala kelesuan berpikir dimana-mana dan
para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan
mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggungjawab.
Dengan demikian perkembangan hukum Islam menjadi lesu dan tidak

berdaya menghadapi tantangan zaman.*?

5. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX sampai sekarang)

Setelah mengalami kelesuan,kemunduran beberapa abad lamanya,
pemikiran Islam bangkit kembali. Ini terjadi pada bagian kedua abad ke-19.
Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap
taglid tersebut di atas yang telah membawa kemunduran hukum Islam.
Muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang
menyarankan kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah. Gerakan ini, dalam
kepustakaan disebut gerakan salaf (salafiyah) yang ingin kembali kepada

kemurnian ajaran Islam di zaman salaf (=permulaan), generasi awal dahulu.

Sebagai reaksi terhadap taqlid di atas pada periode kemunduran itu
sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad, untuk
menampung dan  mengatasi  persoalan-persoalan  perkembangan
masyarakat. Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar, namanya
Ibnu Taimiyyah (1263-1328) dan muridnya lbnu Qayyim al-Jauziah (1292-
1356). Dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab

12
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(1703-1787) yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai
pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau (Indonesia). Usaha ini
dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) di lapangan
politik (H.M. Rasjidi, 1976:20). la menilai kemunduran umat Islam
disebabkan antara lain karena penjajahan Barat. Karena itu, agar umat Islam
dapat maju kembali, untuk itu ia menggalang persatuan seluruh umat Islam

yang terkenal dengan nama Pan Islamisme.

Cita-cita Jamaluddin kemudian dilanjutkan oleh  muridnya
Mohammad Rasjid Ridha (1865-1935) yang mempengaruhi pemikiran umat
Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, pikiran-pikiran Abduh diikuti antara lain
oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H

Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912.

Paham Ibnu Taimiyah, seorang tokoh pemikir abad ke-14 M membagi
ruang lingkup agama Islam ke dalam dua bidang besar yakni ibadah dan
mu’amalah, dikembangkan lebih lanjut oleh Mohammad Abduh. Di

antaranya adalah:

1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan
yang bukan Islam.

2. Mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di
tingkat perguruan tinggi.

3. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam
pikiran modern.

4. Mempertahankan/membela (ajaran) Islam dari pengaruh Barat dan
serangan agama lain.

5. Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari

belenggu penjajahan.
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Menurut Mohammad Abduh, dalam kehidupan sosial, kemiskinan
dan kebodohan merupakan sumber kelemahan umat dan masyarakat Islam.
Oleh karena itu kemiskinan dan kebodohan harus di “perangi” melalui
pendidikan. Selain itu Poligami menurut Abduh adalah pintu darurat yang
hanya dapat dilalui kalau terjadi sesuatu yang dapat membahayakan
kehidupan perkawinan dan keluarga. Pemahaman Mohammad Abduh
mengenai ayat ini sekarang tercermin dalam Undang-Undang perkawinan

umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Mengenai mazhab, Mohammad Abduh bermaksud hendak
menghapuskan dinding pemisah antar mazhab, sekurang-kurangnya
mengurangi kalau tidak dapat menghapuskan kefanatikan mazhab sekaligus
dan menganjurkan agar umat Islam yang memenuhi syarat kembali lagi
menggali hukum Islam dari sumbernya yang asli, yakni Al Qur’an dan Sunnah
Muhammad (Rasulullah), sebagaimana yang pernah terjaadi dalam sejarah

(hukum) Islam.

la bermaksud pula mengembalikan fungsi akal pikiran ke tempatnya
yang benar dan mempergunakannya secara baik untuk memecahkan
berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan manusia pada zamannya.
Mohammad Abduh terkenal dengan gerakan salaf (gerakan salafiyah)

mempunyai pengaruh yang besar di negara-negara Islam."?

Dalam rangka kembali kepada hukum Islam, akhirnya di Lybia
dibentuk suatu Panitia IlImiah Hukum yang akan mempelajari hukum Islam

secara mendalam, di bawah pimpinan seorang ahli hukum terkenal bernama

B zaman kebangkitan pemikiran hukum Islam ini dilanjutkan sekarang dengan sistem
baru dalam mempelajari dan menulis hukum Islam. Di samping sistem pemberian materi kuliah
khususnya di Fakultas Hukum yang telah berubah tersebut, juga diadakan cara-cara baru dalam
menuliskan (melukiskan) hukum Islam. Selain kebangkitan pemikiran hukum Islam di kalangan
orang-orang Islam sendiri, terutama di masa akhir-akhir ini, perhatian dunia terhadap
perkembangan hukum Islam menjadi bertambah.
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Ali Mansur. Panitia ini bertugas meneliti dan mempelajari hukum Islam
dalam segala bidang. Bahan-bahan hukum yang mereka pergunakan dalam
menyusun kodifikasi hukum Islam itu bukan hanya bahan-bahan yang
terdapat di kalangan ahlus sunnah wal jama’ah saja, tetapi juga dari aliran
lain yang terdapat dalam semua bahan-bahan hukum itu, dan memilih
dengan hati-hati pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kondisi dan situasi

umat Islam di abad ke-20 ini.

Di Indonesia atas kerja sama Mahkamah Agung dengan Departemen
Agama telah dikompilasikan Hukum Islam menegenai perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini telah disetujui oleh para ulama
dan ahli hukum Islam pada bulan Februari 1988 dan (tahun 1991) telah
diberlakukan bagi umat Islam Indonesia yang menyelesaikan sengketa
mereka di Peradilan Agama (salah satu unsur kekuasaan kehakiman di tanah

air kita) sebagai hukum terapan.
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CHAPTER9
HUKUM ISLAM DI NDONESIA

Hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan Belanda

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli
sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan
kedelapan masehi.’* Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara,
kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal
gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu
kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur.
Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh
berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan

ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. la terletak di wilayah Aceh Utara.™

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah
nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul
berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri
Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan
Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan
Kesultanan Ternate serta Tidore.

Kesultanan-kesultanan tersebut —sebagaimana tercatat dalam sejarah- itu
tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang
berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan
tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah
berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan

dengan adanya literatur-literatur figh yang ditulis oleh para ulama nusantara

' Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998, hal. 21.

B Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia,
op.cit., hal. 61.
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pada sekitar abad 16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para

pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai
dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau
yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat
dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan
sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai
perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping
menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan

hukum Belanda yang mereka bawa.

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan
kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-
hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk

pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi”

yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1. Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC,
dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk
agama Islam.

2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di
tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini
kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.

3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di

Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.
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Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab
Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki
kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah

hukum pidana Islam.

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga
menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda
kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5
tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah
Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras
mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu
menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah
dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep dar al-
Islam dan dar al-harb. ltulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan
ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan (1)
menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi

keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum

Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan
Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata
kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum
Belanda.

2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem,
Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang
agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal
persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan

dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir
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ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari
hukum Belanda.

3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje,
Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk
komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam
memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh
hukum adat setempat).

4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2
Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78
Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan
diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh
hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang
berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun

1942.
Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada
panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942,
segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu
diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan
bahwa Pemerintah Jepag meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya
dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja
berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi

terakhirnya di masa pendudukan Belanda.

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan
berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya

adalah:
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1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam
sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.

2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh
bangsa Indonesia sendiri.

3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.

4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada
bulan oktober 1943.

5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang
mendampingi berdirinya PETA.

6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan
kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum
adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan
tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh
Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia

merdeka.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum
Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga,
masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya
pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah

keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa,

Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam
tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau
pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang
memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari

bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.
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Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru
kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan
semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang -yang
kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan
Indonesia-, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik”
dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam
hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk
memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa
badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI
(Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis.
Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11
diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat
menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan
yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar
aggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golonga dalam

masyarakat Indonesia”.

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir
dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi
paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia

merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam.

Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang
mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan
Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta
itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua
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versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan
golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi
tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari taggal 17
Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima —satu-satunya opsir AL Jepang
yang ditemui Hatta pada saat itu- menyangkal hal tersebut. la bahkan
menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan
tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary —bersama dengan
Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui

rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.

Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar.
Isa Ashary mengatakan, Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi

Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950

Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia
memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh
tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara.
Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah
Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil vyang
dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan
perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati,
lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27
Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan
berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia —yang merupakan satu dari 16
bagian negara Republik Indonesia Serikat-. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah,
sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum
Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, samasekali tidak menegaskan posisi
hukum Islam sebagaimana rancangan UUD’45 yang disepakati oleh BPUPKI.

Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh faham

98



liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi

HAM versi PBB.

Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga
negara saja Rl, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah
seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian
dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga
negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat
membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku,

digantikan dengan UUD Sementara 1950.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah
membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih
ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara
1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945,
bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara
terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing.
Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan
keagamaan. “Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya
peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-
undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950.
Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat
mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada
tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum
nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan
Nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi
memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka
tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-

undang yang bersifat tetap.
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Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam
Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majlis Konstituante pada akhir
tahun 1955. Majlis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh
Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum
batas akhir masa kerjanya, Majlis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang
dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam
dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa
“Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu
kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan
memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan —menurut Anwar Harjono-
lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis”. Namun bagaiamana dalam
tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal
ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana

jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan.

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa
pemberontakan yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang
paling fenomenal adalah gerakan DI/TIl yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari
Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islam-
nya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi
kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan
aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika
kontrol Rl terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda,
terutama setelah diproklamirkannya negara-boneka Pasundan di bawah kontrol
Belanda, ia pun memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun
1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000
korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh
kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam
mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas

dasar —apa yang mereka sebut dengan- “kesadaran teologis-politis”nya.
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Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah
eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu
sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang
mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal
15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat
pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU —yang kemudian
menerima Manipol Usdek-nya Soekarno- bersama dengan PKI dan PNI[28]
kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom.
Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan;
salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan

kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama
ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang
untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi
ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan
peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang

semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru,
banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam
upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan
politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan
bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun
segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD
1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan

menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.
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Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum
nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk
mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H.
Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba
mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan
dukunagn kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian
dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur
lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian
membuahkan hasil dengan lahirnya UU No0.14/1970, yang mengakui Pengadilan
Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah
Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya —-menurut Hazairin- hukum Islam telah

berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no.
14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul
dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-
bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari
1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan

menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.
Hukum Islam di Era Reformasi

Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di
seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini
setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti.
Lahirnya Ketetapan MPR No. llI/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya
aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2
ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada
kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat

mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.
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Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit
merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah
membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi
sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia.
Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan
hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk
kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum

Nasional kita.

Era reformasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai
oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan Syariat Islam. Bagi
penulis, ide ini tentu patut didukung. Namun sembari memberikan dukungan,
perlu pula kiranya upaya-upaya semacam ini dijalankan secara cerdas dan
bijaksana. Karena menegakkan yang ma’ruf haruslah juga dengan menggunakan
langkah yang ma’ruf. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan penegakan
Syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, sesuai dengan
sunnatullah-nya. Karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya.
Sebab tanpa kesabaran yang cukup, upaya penegakan itu hanya akan menjelma
menjadi tindakan-tindakan anarkis yang justru tidak sejalan dengan kema’rufan

1
Islam.*®

' proses “pengakraban” bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah dilakukan,
harus terus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya
penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat ini. Sebab tidak dapat dipungkiri,
dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi sangat menentukan sukses-tidaknya suatu
tujuan dan cita-cita. abulmigdad.multiply.com
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